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KATA PENGANTAR 

Pel.tama-tarna perkenankanlah say:! mcnsucapkan puji dan syukur ke 

hadiral: Allah, swr., kal'ena atas rahmat (Ian hidayahNYA yang lelah diberikan , 

sehin,C(,,'<,a saya dapat menyelesaikan pcnyusllnan skl'ipsi ini, tepat pacl:l waktllllY:l. 

Semoga skl'ipsi saya yang beljudul :. "Tanzzunz Gusat Perusahaan Penerbit 

Mcmbcrcard Hotd Tcrhadap PCljanjian Yang Dilakukan Mclalui Mcdia 

Telemarketing" ,dapal dilerima sebagai kal'ya pemanfaatan ilmu. 

Dengan sesala hormat, saya mengucapkan tcri1l13 kasih kepacla /3apak. 

Lisman [skandal', S.H.,M.S., selaku dosen pembimbing, yang dan telah meluangkan 

waktunya yang sangal sibuk, untuk memberikan bimbingan clan pctunjuk dengan 

sabar, selama proses penyusunan skripsi ini. 

Terima kasih, saya ucapkan kepada Bapak H. Machsoen Ali, S.H, M.S., 

Sclaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ibu Moerdiati, S.H, M.S. , 

Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; dan Bapak Bambans Socsenz Ariadi S. ; 

I S.H.,M.S., selaku panitia penguji skripsi, yang telah menguji, dan memberikan 

" rnasukan scbagai tambahan bahan penulisan, sebagai pcnycll1purnaall skripsi ini. 

Dalam Kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepacla : 

1. Mama dan Papa tercinta, yang tak hen ti-hcnlinya bcrdoa dan telah clensan 

tulus hati dan sabar, membesarkan dan sclalu mendorons untuk 

menghantarkan saya mendapatkan pendidikan yang dicita-citakan, dan 

menjadi orang yanz bel',3una. 
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2. Kakakku yans baik, (tanpa bcrita acal'a itu , saya cnssa k akan dapat lulus!), 

adikku Rizky, yans selalu menemaniku , dan selalu menjasaku, kakak iparku 

"Try" who save me a sweet niece (Lala). 

3. lir, you'd save me the best moment in my life .. . .tl1ank's for all attcntion and for 

always helpins me. There is no flowery words could to exprcss ilow 10 say Ihank 

you to you. 

4. Kel. 01'. Panseslu Adi . .. makasih alas peri'lalian dan kcbaikanl1ya .... (tanpa 

kompul.er yang dipcnjemin ski'ipsi ini sak akan bisa jadi). 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Oosen Fakultas r lukum UNAIR, yang Iclail mcndidik dan 

membekali ilmu se lama saya kuliah di fakultas Hukum UNAIR, dan seluruh 

staff Bas ian Administrasi fakultas Hukum Universitas Airlans...~a, yans selall1a 

ini telah banyak membantu saya. 

G. Sahabal.-sahabatku, Nanin, Shilra, Eny, Suci ... . 1 love u allll, makasih udah 

temenin aku wak tu sedih, n selalu kasih spirit akull, keep say "sllwrl is bettcr 

thrill hem/tiilll'. Nita (Be srateful to God, 'causc he :<,ave u Ihe besl man in y<.)ur 

liferI), Heery (Kapan mo married nih?). Kak Rcza .... kapan mo balik ke 

" 
Indones ia, " I do always remembcr that live must 3,0 otl ... and pul all bad thin~s 

behindl!)", Kiki (kapan mo selesein kuliahnya?), Winda (ada salam lulL .. ). 

7. For my "elf" Enzo .. .. brontoll, t<let's time rolls up! " 

8. Temel1 -temen baikku yang udah temenin aku selama kuliah di FII, Ictncnill eli 

kantin, n lemenin chatlins, Ayu (God will sent u an ansel, because lIr ileart iSI1't 

fOL' him) , Prelly (kapan mo tobat?) , Isa (Thank's ya dah temenin aku!), Santos 

t<Qrun", Biang (Be a Good father!), Mirza (thank's for the Books!, have u make 
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sure him about me? ... , Tika ... sorl'Y dah ngerepotin kamu banget!, Nia (kapan 

1110 maju skL'ipsi?) , Dina, Sari, Ima, Iren, Tala. Dan Semua rekan dan !emen

!cmen an:z,katan F11-UNAR, khllsllsnya angkatan '~8 .... tet('p lueu n kompak aja 

ya .... 

9. Temen-Lemen Di Garden PaJace HoLel, special bual anak -anak Be, muak Mamik 

(Anaknya namanya "rna nino" ya?, mbak Ita (mana undangannya?) ... , gara

gara akll schedule jadi berantakan, buat semua temen-lemcn di GH -GrH 

l11akasih buangel!I, tanpa kalian aku gak bakal bisa selesein skripsi ini. 

10. Dan semua pihak dan sobat tidak bisa saya sebutkan salu persatu, yang lel~ll 

mel11banlu baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini. 

Akhil;l1ya, tiada gading yang tak retak, dengan segala kerendahan hati, saya 

menyadari keterbatasan saya sebagai manusia, untuk itu se~ala saran yang 

berl11anfaat bagi pengel11bangan dan penyempurnaan skripsi illi sallgal saya 

harapkan. 

Bcsal' harapan saya seilloga skrispi 1111 dapat mel11berikall ll1anfaal ba:z,i 

l11asya ra ka t. 

Surabaya, 30 Januari, 2002 

Penulis , 

Rully MaharallY 
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BAB I 

PENDAHULlJAN 

I. Pcrmasalahan: Latar Bclakang dan Rumusan masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragamall 

hayati yang sangat tinggi yang berupasumber daya alam yang berlimpah, baik di 

daratan, udara maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan 

y~ng sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan. Potensi objek dan daya 

tarik wisata alam, yang dimiJiki Indonesia, antara lain berupa keaneka ragaman 

hayati , keunikan dan keaslian budaya tradisonal , keindahan bentang alarn , gejala 

alam, peninggalan sejarah/budaya yang secara optimal untuk kcsejahteraan 

masyarakat. Sektor Pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pel1lbangunan nasional ,dan memperoleh perhatian khusus dari pemerintah,hal ini 

terbukti dengan diaturnya masalah kepariwisataan dalam Undang-undang No. 

911990, tentang Kepariwisataan, dan dengan diselenggarakannya ATF (Aseull 

jbur;sm Forum), pada bulan .lanuari 1996 di Surabaya. Hal ini mengingat bahwa 

sektor pariwisata adalah merupakan media yang sangat penting guna menunjang 

peningkatan devisa bagi negara kita, dan industri pariwisata sekarang ini banyak 

mel1lbutuhkan atau menyerap tenaga kerja. Oengan demikian berarti ikut serta 

dalal1l menunjang Pelllbangunan Nasional. Oalam GBHN disebutkan bahwa : 

Pembangunan sektoral dan regional perlu selalu Illengusahakan terciptanya 
lapangan kerja yang seluas l1lungkin. Oemikian pula terus ditingkatkan 
langkah-Iangkah di berbagai sektor dan daerah secara terpadu untuk melllbina 
dan mengel1lbangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 
pelllbangunan antara Jain meJaJui pendJdikan dan lalihan .\ 

1 I3P. 7 Pusat, Garis-Garis Besar Haluan NC!1l1ra, 199 1, Hal. 96 
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Untuk mencapal keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut , 

diperJukan langkah-Jangkah yang serasi antar semua pihak yang terkait, baik 
I , 

pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan, dalam usaha 

mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan , Beberapa 

langkah yang diambil berkaitan dengan hal ini adalah dilakukannya pembangunan 

objek dan daya tarik wisata,di berbagai tempat di Indonesia baik dalam bentuk 

mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat 

objek-objek baru sebagai sarana perluasan objek dan daya tarik wisata , 

Hotel merupakan salah satu sarana yang penting da lam menunjang usaha 

sarana pariwisata, khususnya dalalll kegiatan pembangunan, pengclolaan, dan 

penyediaan fasiJitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

pariwisata, guna meningkatkan pelayanan dan mel11berikan kepuasan pada para 

konsul11ennya dalal11 hal penyediaan akomodasi yaitu usaha pcnyediaan kamar 

dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan, maka banyak cara 

ditempuh oleh hotel-hotel terkemuka untuk menarik peJanggan agar mau 

menginap di hotelnya, berbagai cara dilakukan, mulai dengan mcmbcri discount 

atau potongan harga pada hari-hari tertenfu, peningkatan pelayanan pada tamu, 

penambahan fasiJitas, sampai dengan cara melakukan pemasaran yang dapat 

menarik minat konsumen untuk tinggal di hotel mereka, salah satunya adalah 

dengan cara menerbitkan Membercard HoteL Membercard ini biasanya ' 

dikeluarkan oleh gabungan beberapa hotEl, baik yang satu group atau berada 
p 

dalam satu managemet baik yang ada di seJuruh dunia, atau hanya bcrada di suatu 

wilayah negara, dengan mellunjuk suatu perusahaan tertentu , yang rungsinya 

------------------ - ----
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" adalah mengatur penjualan membercard hotel, sehingga diharapkan dcngan 

menjual membercard hotel tersebut pada masyarakat Ikonsumen, diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan kamar, dan fasilitas lain yang ada di hotcl tersebut. 

U ntuk menarik m inat .konsumen agar mau membel i mem bercard hotel , maka 

dibuatlah suatu paket khusus yang .berisi berbagai tawaran istimewa yang dapat 

dinikmati apabila mereka bersedia mcrnbeli membercard tcrsebut. Dengan 

membeli membercard tersebut, maka konsumen akan menjadi member atau 

anggota hotel, sehingga dengan begitu mereka berhak untuk mcnikmati scgala 

fasilitas yang telah ditawarkan dalam mel11bercard hotel tersebut, serta fasilitas-
I 

fasilitas kemudahan dan keistimewaan lainnya. Membercard hotel yang ada 

'contohnya adalah di Hotel Westin Surabaya, dan Shcraton Iiole! and Towcr 

Surabaya, yang terkenal dengan Starwood Platinum Card, Shangrila Hotcl , 

dengan Shang Gold member, serta Hard Rock Hotel Bali,yang biasa disebut Hard 

Ruck Platinum Card, dsb, kartu tersebut menawarkan berbagai kcfaedahan 

khususnya bagi orang-orang yang sering bepergian, makan dan menginap di hotel 

berbintang. 

Dalam penulisan ini saya menyebut perusahaan yang ditunjuk oleh gabungan 

hotel, atau hotel untuk mengatur penjualan membercard hotel scbagai perllsahaan 

penerbit membercard hotcl; dalam melakllkall kegiatan penjualan I11crnbcrcard 

tersebut pada konsumen, perusahaan penerbit Illcmbercard terscbllt selalu Il1cnjual 

dengan mengatasnamakan suatu hotel yang menggullakan jasullya, untuk . itu 

tentunya sebelumnya tclah ada suatu perjalljian yang tcrbentuk alltara perusahaan 

penerbi t mcmbereard hotel tersebllt, dengan pem il i k hotel. Mem bcreard tcrsebut 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ... RULLY MAHARANY



4 

dapat dipergunakan sebagai alat untuk dapat menggunakan segala Illacam rasilitas 

di hotel tersebut, sebenarnya penerbitan membercard in i lebih didasarkan pada 

peningkatan pengunjung restaurant sllatu hotel untuk dapat lebih sering datang, 

dan makan di restaurant hotel tersebut, namun dalam pcrkelllbangan ternyata 

kebanyakan para konsumen itu lebih tertarik pada manfaat lain yang ditawarkan 

oleh melllbercard tersebut yaitu penggullaan fasilitas kamar, dan pclayanan yang 

lain dari pada biasanya seperti yang biasa diberikall pada tamu yang bukan 

anggota I11cmbercard (Privilege), keistimewaan pclayanan ilu akan dirasakan olch 

pengguna membercard tersebut l11eskipun seseorang tidak sedang tidak sedang 

bermalam di hotel tersebut, serta bcrbagai macam kemudahan dan keuntungan-

keuntungan lainnya, seperti discount untuk makan, dan hak untuk mendapatkan 

pelayanan yang lebih daripada tal11u-tal11u biasa yang langsullg datang ke hotel 

tersebut. 

Penjualan l11embercard hotel tersebul dilakukan dengan cara pel11asaran yang 

baru yang lebih dikellal dengan Telemarketing, yaitu cara pelljualan dengan 

menggunakan metode pemasaran jarak jauh, yaitu bisa dengan menggunakan 

media telepon, facsimile, surat, dsb. Oalam menjual membercard ini , perusahaan 

penerbit membercarci mel11punyai tenaga pel11asar yang akan l11ewakili perusahaan 

') 

unluk l11'enawarkan Illembercard itu pada calon konsul11cnnya dengan 

l11enggunakan media telemarketing, sehingga dalam hal ini talap muka dengan 

pembeli sangat tidak dianjurkan. Jika konsumen berminat untuk membcli 

membercard tersebut dari telemarketing, maka Il1crcka tidak perlu datang dan 

bertemu dengan telemarketing, namun mereka cukup menyatakan bersedia 
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mcmbel i dan bersedia untuk membayar /Jarga membcrcard tcrscbut. Ada dua cara 

pembayaran yang dapat digunakan oleh konsumen, yaitu dengan cara cash 

paymen/ltunai atau dapat juga membayar dengan . menggunakan creditcard. 

Konsull1en yang memilih ll1embayar dengan tunai, dapat membaya r harga 

pelllbeliall dari membercard tersebut, setelah Illereka ll1ellerima membercard 

tersebut , dari pembayaran itu konsumen Illenerima buk1i pembayaran berupa 

tanda terima (invoice). Sedangkan jika konsumen I11 cl11ilih membayar harga 

pembelian ll1ell1bercard tersebut dengan menggunakan creditcard, maka ll1ercka 

tinggal ll1enyebutkan nomor creditcard, dan proses otorisas i akan scgera dilakukan 

sendiri oleh pihak penerbit Illelllbercard hotel. Pernyataan berscdia untuk mel11beli 

,~ 

dan sanggup untuk membayar harga lllell1bercard hotel tersebut adalah merupakan 

suatu bentuk penutupan perjanjian dalam perjanjian mem bercard hotel ini, jika 

mereka Illenyatakan berminat dan tertarik untuk membeli mcmbercard hotel 

tersebut, maka formulir perjanjian ll1el11bercard hotel akan segera dilengkapi oleh 

telemarketing. forl11ulir perjanjian membercard hotel ini bentuk dan isinya telah 

ditentukan pihak penerbit melllbercard. Dari cara penjualan seperti yang terurai 

diatas wanprestasi akan perjanjian jual beli mCl11berca rd itu dapat terjadi , 

mengingat bahwa proses pelljualan I11cl11bercard sampai dipakainya mel11bcrcard 

tersebut, pembeJi sama sekali tidak pernah bertel11u dcngan pihak pcnjual 

l11el11bercard. Hal ini menunjukkan suatu keeenderungan yang mel11perlihatkan 

bahwa banyak peljanjian di dalam transaksi bisni s yang terjadi bukan melalui 

proses negosiasi ya ng seimbal1g diantara para pihak, tctapi perj anjian ilu tcrjadi 

dengan eara salah satu pihak telah menyiapkan suatu bentuk pCrJan.llan yang 
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sudah dicetak dan kemudian disodorkan pada pihak Jainnya untuk disetujui 

dengan hampir tidak memberikall kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya 

untllk I1lclakllkan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan, perjanjian yang 

demikian III I dinamakan pcrJanJlan standart atau adhesi (standart 

contract/adhesion contract). (Sulan Remi Shyahdeini, 1993, hal. (0) . 

" /)cngan kala lain yang dimakslld dcngal1 perimyion /Jaku ado/ali {JcrimUi{/1l 

yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah di!Jakukan oleh pcmakainya dan 

pihak-pihak yang lain pada dasaarnya lidak mcmpul7yai peillang-peluang lin/11k 

l17erundingkal1. a/au mcmin/u pcruhalwll " .2 

Jadi dasar atau landasan untuk memilih bentuk pe~anjian untuk mencapai 

suatu kesepakatan yang nantinya dapat menjamin tujuan mcngadakan perbuata,n 

hukum adalah agar para pihak sama-sama mendapat kcuntungan dari apa yang 

mereka pujanjikall terlebih dahulu, dan agar kepcntingan-kepentingan yang 

mereka inginkan dapat terpenuhi s~imbang. Hal ini dikatakan oleh Soerojo 

Wigyodipuro sebagai gejala sosial : 

" Hukllll1 ferschuf ber/ujuan un/uk mcngusohakan adanya kescillliJangan dari pada 

segala macam kepenfingan-kepenfingan dalam masyarakal seliingga dapa/ 

dihindarkan fimhulnya kekecauan-kekacauol1 da/am I11wyaraka/ .... 1 

Seperti tersebut diatas, dengan bentuk perjanj ian atall kontrak, setidak-

tidaknya dapat dicapai kesepakatan, sehingga unsur paksaan oleh salah satu pihak 

yang mengadakan perjanjian tidak terjadi . 

2 Slitan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkbntrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi 
Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Inslitllt E3anki r Indonesia, Jakal1a, 1993, 
hal 66. 
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Berdasarkan paparan diatas, maka berkaitan dengan masa lah perjanjian jual bell 

membercad hotel tersebut, saya merumuskan beberapa permasalahan, ya itu: 

a. Apakah perjanjian membercard hotel yang dilakukan melalui media 

telemarketing itu sah ? 

b. Dasar gugatan dan upaya hukulll apakah ya ng dapat digunakan 

konsumen pengguna membercard yang menderita kerugian , apabila 

terjadi wanprestasi oleh pihak penerbit membercard hotel ? 

2. Penjelasan IuduI 

Dalam tulisan ini judul penulisan skripsi saya adalah "Tanggung Gugat 

Perusahaan Penerbit Membercard Hotel Terhadap Perjanjian Yang 

Dilakukan Melalui Media Telemarketing" Dari judul tersebut, maka perlu 

diterangkan lebih dahulu beberapa pengertian. Pengertian tanggung gugat 

seringkali dirancukan dengan pengertian tanggung jawab. Padahal kata tanggung 

gugat digunakan khusus sebagai pembeda dari kata tanggung jawab yang terdapat 

dalam hukum pidana. Dengan demikian walaupull penjualan membercard hotel 

melalui telemarket,ing mempunyai aspek pidana dan perdata, pcrmasalahan yang 

dibahas dalam penulisan ini hanyalah aspek perdatanya saja. Mengenai arti 

tanggung gugat, dapatlah dikutip penda~'at Moegni Ojojodirdjo yang mengatakan 

4 

1l3. 

" .. . , kalau demikian halnya, maka tanggung gugat adalah merupakan 
kcwajiban hukum untuk memberikan ganti rugi oleh karena adanya perbuat,an 

3 Soerojo Wignyodiputro, Pengantar lImu Hukum, Alumni Bandung, 1974, haL I 

4 M'0egni Djojodirdjo, Perbuatan Melawall Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta , 1979, hal 
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melanggar hukum. Jni merupakan perikatan untuk memberikan ganti rugi, 
sedangkan tanggung jawab adalah ~ ; yaral yang harus ada scbel um adanya 
tanggung gugat tersebut. " 

./adi menurut hemat penulis, berdasarkan pendapat tersebut, tanggung gugat 

dapat diartikan sebagai kewajiban hukum bagi subjek hukum yang telah 

l11elakuk8Jl kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi subjek hukul11 lainnya . , 

untuk Illemberikan/membayar gan'ti rugi . 

Oapat juga dikatakan bahwa setiap orang yang bertanggung gugat itu hanya 

bisa ditllntut ke pengadilan bila ada alasan hukul11nya. Sedangkan tanggung jawab 

adalah merupakan kewajiban untuk mewujudkan prestasi , jika tanggungjawab ini 

tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada menurut hukum 

Tanggung gugat pada perjanjian jasa mel11bercard hotel dengan alasan 

wanprestasi yaitu, pihak perusahaan penerbit tidak l11elakukan kewajibannya, 

sebagaimana yang ada dalal11 klausul perjanjian mel11bercard, untuk l11el11berikan 

fasilitas-fasilitas yang telah dipe~janjikan dalal11 perjanjian membcrcard itu, 

namun tanggung gugatjuga bisa tcrjadi karena perbuatan melanggar hukul11 . 

Orang-orang yang tidak cakap l11elakukan perbllatan · hukul1l juga tidak bisa 

bertanggllng jawab dan bertanggung gugat, l11isalnya, anak dibawah 1I111Ur, orang 

~i bawah pengal11puan karena boros atau hilang ingatan. 

Pengertian perjanjian sarna dengan persetujuan yang teluh ditcntukan dalalll 

pasal 1313 BW, "Suatu persetujllan adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau 

lebih l11engikatkan dirinya terhadap satu orang atau Icbih ." Hal yang senada juga 

diungkapkan olch Subekti yang melllbcrikan dcfinisi pcrjanjian scbagai "suatu 
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peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu 

saling bcrjanji untuk mclaksanakan sesuatu hal,,5 

Dalani Penulisan ini yang dimaksud membercard hotel adalah suatu kartu 

keanggotaan yang dikeluarkan oleh suatu hotel , konsumen yang pada akhimya 

akan menjadi member hotel lersebut berhak alas beberapa keuntungan yang 

ditawarkan dalam perjanjian jual beli membercard sebelumnya. 

Pengertian telemarketing dalam penulisan ini adalah salah satu bentuk 

pemasaran, menurut Phillip Kotler : 

"Pemasaral1 adalah suafu proses social dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapalkan apa yang mereka hufllhkal1 dan inginkan deng(ll1 

mencipfakan, menawarkan, dall memperfukarkan produk yang hernilai . 

dengan pihak /ail1".6 

Bentuk pemasaran dalam telemarketing ini adalah pemasaran yang dilakukan 

dengan cara jarak jauh, bisa dengan menggunakan telepon, surat, facsimile, atau 

internet. 

Kata "terhadap" yang ditempatkan diantara kata tanggugng gugat dan kata 

pe~janjian , memiliki arti disebabkan "oleh" atau "karena'·. Kata "terhadap" 

menunjukkan juga hubungan sebab akibat antara kata tanggung gugat dan kata 

perjanjian membercard hotel. 

Dengan demikian judul ' 'Tanggung Gugat Perusahaan Penerbit 

Membercard Hotel Terhadap Pe~janjian yang Dilakukan Melalui Media 

~ Subekti , Hukum PeriruJ.iian, PT. Intermasa, eet XVII , Jakarta. 1998, hal. 1 

(, Phillip Konllcr, M.fllli:li~nl~11 PCIl1'<! ~9La..D-ili1arketil}g.k1il!!iI.Rci-ll c!lL'2G). Jilid I. 
PT Prenhallindo, Jakarta, 1997, hal. 13 
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Telemarketing" mcmiliki makna sebagai kewajiban hu ku lll untuk mClllbcrikan 

ganti rugi bagi subjek hukum, dalam hal ini perusahaan penerbit mcmbercard 
,;. 

hotel, yang tclah melakukan kesalahan, karena Illenjual produk dcngan cara 

menawarkan dengan menggunakan media telemarketing yang dilakukan dengan 

cara bujukan untuk membeli produk tertentll, dan mcngakibatkan kerugian bagi 

I. subjck hukul1l lainnya. 

3. AJasan Pemilihan IuduI 

Alasan yang Illelandasi terpilihnya judul "Tanggung GlIgat Pcrllsahaan 

Penerbit Membercard Hotel Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan Melalui Media 

Telemarketing", karena penlliis pernah bekerja di salah satll perusahaan yang 

l11enerbitkan kartll membercard hotel. Dalam l11elakukan pekcrjaan tersebut 

pcnulis I11cngetahui sendiri bagaimana cam menjual Illembcrcard tcrscbut kcpada 

pCl11bcli, dan mCl11ang dilarang keras lIntuk I11clakukan transaksi tcrscbut dcngan 

langsung bertclllll dengan konsumen, tetapi penjualan harlls dilakllkan mclalui 

telepon atau facsimile, atau mengirim brosur kc alamat ya ng dilllaksud, kecuali 

untuk melakukan pembayaran dengan cara tunai, itupun hanya kurir yang 

diperkenankan untuk beliemu. Selama bekerja di perusahaan tersebut, beberapa 

konsumen lama, yang dihubungi agar bcrsedia lagi Illembeli melllbercard hotel 

tersebut,lllenoJak dengan berbagai alasan. Alasan yang dikelllukakan antara Jain 

mereka 111~rasa bahwa tidak ada untungnya sama sekali mcmbcli mcmbercard 

hotcl tersebut, discount yang dijanjikan sebelull1nyapun ternyata hanya berlaku 
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untuk hotel-hotel tcrlentu yang memasang standort ratclharga dollar, sedangkan 

untuk menggunakan mcmbercard lersebut di hOlel-hotel yang masuk jaringan 

membercard tersebut dengan standart ratelharga rupiah, kurang ada manfaatnya . 

Karena lernyala membeli voucher menginap melalui 'l'ravel agent, jauh ' lcbih 

ll1urah dibandingkan dcngan menggunakan mcmbcrcard tcrscbut. Tclah diamati 

sendiri oleh penulis bahwa perusahaan pcnerbit membercard holel itu hanya 

bersifat sementara atau dengan lain kala lidak telap, mereka hanya bekerjasama 

dengan pihak hotel penyeJenggara untuk jangka waklu tertenlu, hanya berkisar 3 

bulan lamanya, sedangkan jangka waktu beriakunya membercard lersebut adalah 

salu tahun . Jadi berdasarkan pengamalan penulis, jelas sekaJi bahwa sulit sekali 

bagi konsulllcn unluk l11elakukan klaim atau gugalan apabila lcrjadi wanprcstasi 

seperti contoh yang telah disebutkan dialas. Oleh karena hal terscbut diatas, 

penulis l11erasa perlu unluk l11engangkat pennasalahan ini dalall1 sebuah penulisan 

skripsi, dengan tujuan agar nantinya :,kripsi ini dapat I11cmberikan scdiklt 

sumbangan pCl11ikiran dalam ll1engatasi segala pennasalahan hukum diatas. 

4. Tujua.n Penulisa.n 

Penulisan skripsi ini, yang pertama adalah scbagai salah satu pcrsyaratall 

guna ll1ell1peroleh gelar Sarjana Hukul11 (strata salu) di Universitas Airlangga 

Surabaya, dan tujuan yang kedua ada/ah untuk mengatahui seberapa jauh hukull1 

positif di lndonesia, khususnya hukull1 perjanjian, ll1engatur ll1engenai masalah 

perjanjian jual beli yang diJakukan tanpa bertatap l11uka secara langslIng, l1amlll1 

dengan menggunakan media telemarketing. 
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Dan tlljllan yang ketiga adalah gllna memberi kan sedikit sumbangan 

pemikiran dalam menangani masalah wanprestasi yang mungkin tcrjadi dalam 

perjanjian membercard hotel, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

para aparat penegak hukum, para ahli hukum , pembuat kebijakan dalalll 

menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi tersebut, bagi pihak menejemen hotel 

khllsllsnya. 

5. Metode Penulisan 

Metode penulisan bcrfllngsi lIntlik mendekati serta mcmperolch kebenaran 

yang objektif tentang perll1asalahan hllkum yang ditelit i. Pellllii s dalam hal ini 

akan menjabarkan beberapa hal antara lain : 

a. Pendekatan masalah 

Di dalall1 penlilisan jni digllnakan pendekatan secara yuridis norll1atif, yai tll 

ll1elalui pendekatan secara Yllridis dilakukan dengan cara ll1enelaah 

peraturan perundang-undangan, teori-tcori, atau pendapat ahli hukum yang 

berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. 

b. Sumber Bahan Hukum 
-, 

Pelbagai sumber bahan hllkum dipergunakan lIntuk Il1cnyuslIn skripsi ini , 

baik dari sumber data primer; ya itu dengan wawancara secara langsung, 

ll1aupun dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hllkul1l yang 

sifatnya sangat ll1enunjang. yang terdiri dari : 
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I) bah an hukum primer 

. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya Il1cngikat yang 

berkaitan dengan penulisan ini 7 

Yaitu : Pcraturan Pcrllndang-lindangan, scpcrti : Kitab Undang-lindang 

/ /ukul11 J>crdata (Burgcr/ijk Wclbock). 

2) bahan hukum sekunder 

Bahan hukul11 sekunder adalah bahan huk ulll yang Illclllbcrikan 

penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalal11 bahan 

hukllll1 primer.H 

Yaitll: pendapat para ahli hllklllll , dan literatllre-literatur hukull1. 

c. Prosedur pengllmPlllan dan pengoJahan data 

Data yang teJah dikull1pulkan, baik berupa hasil studi kepustakaan ll1aUplin 

wawancara, kellludian dioJah dengan jaJan Illclllisah-llli sahkan ke dalalll bab 

dan sub-sub babnya, lllasing-l11asing sesuai dengan pClllbahasannya 

sehingga Illclllpcrllludah pcnulisan scrta Illenghindarkan kckaca uan uraian 

dan anal isi s. 

d. Analisis data 

Dalal11 I11cngalisa data dalalll penlilisan 1Il1 , adalah dcngan cara 

mcngcJompokkan data yang telah diperoleh Illcnjadi tiga bagian; pertama : 

7 Ronny Haniljo Soemitro, Metode Pene/it ian Hukum dan Juri metri. eel. IV. Ghali a 
Indonesia. Jakarta, 1990, hal. 9 

H Ibid ., hal. I I 
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data yang relevan dengan masalah yang hendak ditulis; kedua : data yang 

kurang . relevan, tetapi masih diperlukan sebagai bahan tambahan untuk 

mendukung tulisan ini ; dan yang ketiga : data yang tidak relevan sama sekali 

schil~gga tidak dapat dipergunakan sama sekali dalam pcnulisan ini . Cam 

yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan Illemilih data yang 

kualitasnya dapat mcnjawab pCrln3salahan yang diajukan dan untuk 

penyajiannya diJakukan secara deskriptif anal isis yaitu suatu cara anal isis 

data yang dilakukan dengan jalan menYllsun secara sistematis sehingga 

diperoleh suatll kesimpulan umum.9 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Sccara garis besar, skripsi ini terbagi mcnjadi empat bab. Dan seSU<l1 

dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, maka dalam bab 1 saya tempatkan 

pendahuluan yang merupakan wahana dipaparkannya arah penulisan karya ilmiah 

ini, yang di dalamnya terdapat uraian-uraian dan penjelasan yang menyangkut 

latar belakang dan rlll11USan perl1lasalahan, penjclasan judul, alasan pcmilihan 

j~dul, metodologi, dan pertanggungjawaban sistimatika. Hal ini dikemukakan 

dengan maksud agar pembaca dapat memperoleh gambaran awal dari penulisan 

ini , sehingga mempermudah untuk menafsirkan dan mengerti isi skripsi ini 

selan j utnya. 

Pad a bab 11 kan dijelaskan mengenai syarat apa saja yang l1lenjadi syarat 

sahnya perjanjian, diuraikan Icbih lanjut dalal11 bebera pa sub bab , ya ng 

9 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.ci!, hal. 98 
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l11enjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian serta unsur-unsur perjanjian, selain itu 

akan dijelaskan l11engen aspek hukul11 perjanjian jual beli mel11bereard hotel, serta 

siapa para pihak dan bagail11ana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

jual beli l11embcreard tcrsebut. Sctclah itu langkah selanjutnya scbagai bahan 

perbandingan akan dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli l11aupun 

pcngertian mcnurut peraturan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku, yang 

mcrupakan landasannya. Setelah itu akan dijelaskan gal11baran tcntang bagaimana 

Illckanisl11c pcjualan mcmberearu hotel, bentuk pcrjanjiannya scrta pihak-pihak 

yang ada dalam perjanjian membercard hotel. 

Pokok bahasan dalam bab III adalah menjelaskan mengenai mekanisme 

penyelesaian sengketa, dalam perjanjian membereard hotel, serta akan dijelaskan 

mengenai sejauh mana pihak penerbit membercard bertanggung gugat, dalam bab 

ini juga akan dijelaskan tentang tindakan hukum apa yang dapat diberikan kepada 

perusahaan penerbit membercard hotel yang melakukan wanprestasi, dan akan 

dianalisa lebih lanjut apakab pihak pemi lik hotel yang fasilitasnya dipergunakan 

oleh konsumen dengan menggunakan membercard hotel ini, juga untuk 

bertanggung gugat atas setiap kerugian yang diderita oleh konsumen, akibat 

perbuatan wanprestasi . 

Dan yang terakhir adalah . bab IV, yaitu berisikan kcsimpulan dan saran 

dalam penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

SYARAT SAH DAN MENGIKATNYA 
SUATU PEfUANJIAN 

1. Definisi Perjanjian 

Pasal 1313 BW merumuskan pengertian perJanJlan sebagai sualu pcrbuatall 

dengan mana salu orang alau lebill mengikalkan dirinya lcrhadap salu orang atau 

lebih . . 

Menurut bcberapa ahli hukum , pasal lersebut lJ'lengandung bebcrapa 

kelcmahan, yailu hanya Illcnyangkut scpillak saja, kala pcrbuatan Illcnyangkut 

juga tanpa konsensus, pengertian pe~ianjian terlalu luas tanpa menyebut adanya 

. 10 lUJ ua n tcrlcntu. 

Abdulkadir Muhammad Illcngartikan perjanjian dengan sualu perselujuan 

dengan mana dua orang alau lebih saling mengikalkall diri unluk mclaksanakan 

suatu hal. II 

Mengenai perjanjian Subekti mcmberikan dcfinisi scbagai suatu perisliwa 

dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dilllana dua orang ilu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 12 

R. Setiawan mengartikan pcrjanjian adalah I11crupakan persclujuan dimana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau sa ling Illengikatkall dirinya 

terhadap satu orang atau lehih .1.! 

10 Abdu lkadir Muhammad. Hukul11 Perik_a lill!. Citra Aditya l3ak ti . Baildullg. 1992. hal. n. 

II Ibid . hal 79 

12 Subekti. Hukum Perjanjian, Loc.cil. h.1 
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Dari beberapa delinisi diatas, maka dapat dilihat bahwa dcfinisi perJanJlan 

mengandung beberapa unsur, yaitu : 

a. Adanya para pihak, sedikitnya dua orang; 

b. Adanya persetujuan para pihak ; 

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai ; 

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan; 

e. Adanya syarat-syarat tertentu; 

r Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan; 

1.1 .Jenis-jenis Perjanjian 

Abdulkadir Muhammad Illcmbedakan jenis-jenis perjanjian rncnjadi lima 

macam perjanjian yaitu : 

a. perjanjian till1bal balik dan pcrjanjian scpihak; 

b. perjanjian pcrcuma dan perjanjian dengan alas hak yang Illcll1bcbani ; 

c. perjanjian bernama dan tidak bernama 

d. perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir (zakelijkc ovcrecnkolllst, 

delivery conlract) 

e. pe~jan.iian konsensual dan perjanjian riil .14 

Untuk lebih jclasnya jenis-jcnis pcrjanjian terscbut akan diuraikan scbagai 

berikut : 

1) R. Setiawan., Pokok - Pokok Hukum Pcrikatan, Bina Cipta Bandllng. 1979. hi 49 

14 Abdulkadi r Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti , Bandung. 1992. hal. 86 
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Perjanjian timbal balik (bilateral contract), adalah perJanJlan yang 

l11el11berikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, perjanjian tilllbal balik 

adalah hal yang paling umum yang dapat kita jUlllpai dalal11 Illasyarakat, scperti 

perjanjian : jual beli, sewa Illenyewa, tukar Illenukar, dll. 

Sedangkan perjanjian sepihak adalah pe~ianji a n yang melllbcrikan 

kewenangan kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, l11isalnya 

perjanjian hibah, hadiah . Pihak yang satu berkcwajiban l11 enyerahkan bcnda yang 

l11enjadi objek ' perikatan, dan pihak lainnya berhak meneril11a bcnda yang 

diberikan itu. 

Yang mcnjadi kriteria pe~lan.llan ini adalah kcwajiban bcrprcstasi kcdlla 

belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa bcnda bcrwujud baik 

bergerak Illaupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, l11isalnya 

hak untuk menghuni rUl11ah . Pembedaan ini pcnting berkenaan dengan hal 

pemutusan perjanjian menurut pasal 1226 BW, menurut pasal ini salah satu syar~t 

ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersirat timbal balik . 

b. Fel:janjiun percul7la Jan perjanjial1 Jengan alas hak y ang mcmhehuni. 

Perjanj ian perClIl11a adalah perj~njian yang hanya I11cmberikan kellntungan 

pada satu pihak saja, misaillya perjanjian pinjalll pakai . Pc~ian.iiall ini adalah 

pc~,an.llan da lalll mana terhadap prcstasi dari pihak yang satu sclalu tcrdapat 

kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi ada 

hubllngannya menurut hukul11 . Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain, 

tetapi juga pemunuhan suatu syarat protcstatif(imbalan ). ls 

15 Ibid . hal. 87 
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Pcmbedaan ini penting bcrkaitan dcngan ps 1341 I3W, l11engenai 

pcrrbuatan-perb.uatan yang merugikan para kreditur. 

c. Fe/ian/ian bernallla dan fidak bernama 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mel11punyai nama sendiri, yang 

dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, 

l11i salnya .illal beli, scwa l11enyewa . 

Pcrjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak Illcmpunyal nama 

tertentu dan jumlahnya tidak tcrbatas. 

d. Fer/an/ian kehenJaan Jon per/CIIlfion oiJlig(/foir 

Per,janjian kebendaan (zakelijke overcenkol11st,delivery contract) adalah 

pcrjanjian untuk mel11indahkan hak Illilik dalam perjanjian jual beli . Pejanjian 

kcbcndaan ini sebagai pelaksanaan pe~janjian obligatoir. Pcrjanjian obligatoir 

adalah perjanjian yang menil11bulkan pcrikatan, arlinya sejak lerjadi perjanjian, 

timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.' G 

Pentingnya pembedaan ini adalah lIntuk mengetahui apakah dalam perjanjian itll 

ada penyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan illl sah 

menurllt hllkul11 atau tidak. 

e. perjCII?/'ian konsensual dan per/an/ian riil 

Pel:janjian konsensllal adalah perjanjian yang timbul karcna ada 

persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian 

disal11ping ada persctujuan kehendak juga sekaligus harus .ada pcnyerahan nyata 

16Loc.ciL hal 88 
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atas barallgnya, misalnya jual beli barang bergerak, perj anjian pcnitipall , pinjal11 

pakai (pasal 1694, 1740 dan 1754 BW. 

Seiain jenis-jenis perjanjian diatas, ada juga perjanjian-pcrjanjian yang istimcwa 

sifatnya l7
, yakni terdiri dari : 

Perjanjian literatoir, yaitu perJanJlan dimana para pihak 

mel11bebaskan diri dari kewajiball yang ada, l11isalnya pcmbebasan 

hutang (kwitjtschclding). 

Perjanjian pel11buktiali (bcwijsovcrccnkol1lst), yuitu pcrJanJlan 

dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang bcrlaku 

diantara mereka. 

Pe~janj ian. untung-untungan, 111 isal nya perjanj ian aSLJransi . 

Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau scluruhnya 

dikuasai oleh huklll11 publik, karena salah satu pihak bcrtindak 

.J 

sebagai penguasa (pel11erintah), l11isalnya perjanjian ikatan dinas. 

1.2 Unsur-unsur Perjanjian 

Pada dasarnya unsur-unsur perjanjian l11encakup tiga hal polwk, yaitu : 

a . Unsur Essentialia 

Adalall merupakan bagian ll1utlak dalam suatu perjanjiall, lInsur ini harus 

ada dalalll suatll peljanjian karena bersirat menentukan atau mcnyebabkan 

perjanjian itll tercipta (constructive oordecl), sepcrti pcrsetujllan antara para pihak 

17 Mariam Darus l3adrulzuman, KUH Per-dala Buku III Iluku m Pcrikatan dCI)~ 
Penjelasan, Alumni , Bandllng, J 996, haL 93 
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dan objek perjanjian . Jika unsur ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal 
• 
"; 

delni hukulll. 

b. Unsur Accidentalia 

Adalah merupakan unsur yang l11elekat pada perj anjian dalam hal secara 

If-gas diperjanjikan oleh para pihak, unsur ini l11erupakan ketcntuan pelangkap 

yang ditambahkan oleh para pihak dalal11 perjanjian, dikarenakan undang-undang 

tidak mengaturnya. 

c. Unsur Naturalia 

Unsur ini bcrsifat bawaan, yaitu l11erupakan ketentuan-ketentuan yang 

tclah ditctapkan olch undang-undang sehingga secara dial11-dial11 I11clckat pada 

IX 
pC~Jan.llan . 

2. Aspek hukum pcrjanjian 

Ada beberapa faktor yang l11ell1pengaruhi suatu perjal~ian agar sah dan mengikat, 

faktor-faktor tersebut diantaranya : 

2. I Sahnya Pcrjanjian 

Pc~ianjian dapat dikatakan sah apabila Illcl11cnuhi syarat yang telah 

ditentukan lIndang-undang, sehingga ia diakui oleh hukull1 (Icgally concluded 

I C) 
contract). 

Menurut pasal 1320 BW, syarat sah perja ~ian adalah : 

a) ada perset~juan kehendak antara pihak-pihak yang ll1el11buat perjanjian : 

b) ada kecakapan pibak-pihak untuk mernbuat perjanjian: 

IR lbid' , hal 99 

'1 
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c) ada suatu hal tertentu; 

d) adC\ suntu sebab yang halal. 

Dua syarat yang pertama disebut sebagai syarat subjektif, kerena mengenai orang-

orangnya (subjeknya) yang mengadakan perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi , 

l11aka salah satu pihak mempunyai hak untuk mel11inta pel11batalan pcrjanjian 

(canselling) kepada hakim. 

Subekti l11engemukakan pandangan bahwa pihak yang dapat meminta 

pembatalan perJanJlan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang 

mel11berikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas . ./adi pcrJanJlan yang 

telah dibuat itu mengikat juga selall1a tidak dibatalkan (olch hakill1) atas 

pcrminlaan pihak yang bcrhak I11cl11intakan pcmbatalan tadi 20 

Sedangkan dua syarat terakhir discbut sebagai syaral objcktiC karcna 
,. 
rnengenai objek dari perjanjian itu sendiri yang diperjanjikan oleh para pihak. Jika 

syarat objektif ini tidak dipenuhi,maka akan berakibat perjanjian tersebut batal 

demi hukum, artinya : dari semula tidak pernah dilahirkan suatu pcrjanjian dan 

tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak unluk mengadakan perjanjian 

tersebut untuk melahirkan sualu pcrikatan hukul11 ,adalah gagal. 21 

Untuk lebih jelasnya, keell1pat syarat sahnya perjanjian tcrscbut akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

Ad.a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

19 Abdulkadir Muhammad, QI2Si1. hal. 88 
20 Subekti (I), QR.cit , hal 20 

21 Ibid 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ... RULLY MAHARANY



23 

Yang dimaksud dengan sepakat adalah bahwa kedua subjek yang 

mengadakan peljanjian iiu harus sepakat, setuju dan seia sekata ll1enganai hal-hal 

pokok dari peljanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang 

satll juga (-l ikehendaki oleh pihak yang lai n. Mereka ll1enghendaki seeara till1bal 

balik .22 

Kesepakatan mengandung pengertlan bahwa para pihak saling Il1cnyatakan 

kehendak m'asing-l11asing ulltuk ll1enutup sebuah perjanj ian; Pernyataan pihak 

yang satu "coeok" dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak bukan hanya 

dengan kata-kata yang tegas dinyatakan,tetapi juga kelakllan yang mencerl11inkan 

adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Pada pernyataan-pernyataan 

kehendak yang ll1enghasilkan kesepakan dibedakan antara pcnawaran 

(aanbod,offerte) dan peneril11aan (aanvaading, acceptatie). 

Penawaran dapat dirul11uskan sebagai pernyataan kchendak yang mengandung 

USU11ll:1tuk mengadakan peljanjian; unsur ini mencakup csensialia pe~ianjian yang 

akan ditlltup. Pernyataan kehendak yang berfungsi sclaku pcnawaran untuk 

menutup peljanjian jual beli harus mcngemukakan secara jelas tcntang bcnda 

(barang) dan harga (essensalia perjanjian jual bcli , cf. pasal 1450 BW).2.I 

Dengan diperJakukannya kata sepakat mengadakan pcrjanjian, maka 

berarti kedua bclah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak 

tidak mcndapat scsuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacad", bagi 

perwujudan kehendak tersebut. 

22 Ll?lQ, hal 17 

21 MR. J.I-I . NiclIwenhlls, Pokok-pokok 1-I1Iklllll Perikatan, tcrjcmahan Djasadi n Saragih , 
Univcrsitas ;\irlangga, SlIrabaya. 1985, hal 2 
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Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disctujui 

(overeenstcl11ende wilsverk lari ng) antHra pihak-pihak. 

Kesepakatan kedua belah pihak harus dibcrikan sccara bcbas. Mcnurut 

pasal' 1321 BW, kesepakatan l11enjadi tidak sah apabila diberikan karcna 
~ 

kekhilafan, paksaan, atau penipuan. 

Kekhilafan dapat terjadi apabila sa lah salu pihak khilaf atau sa lah mengerti 

tentang hal-hal pokok dari apa yang dperjanjikan alau tentang sifat-sifat penting 

dari barang yang l11enjadi objek perjanjian, atau mcngenai orang yang diajak 

l11engadakall perjanj ian. Kekhilafan harus terjadi sedemikian rupa sehingga 

seandainya orang itu tidak khilaf l11engenai hal-hal tersebut ,maka ia tidak akall 

memberikan kesepakatan atau persetujuan untuk mcmbuat perjanjian. Kekhilafan 

merupakan alasan bagi orang yang khilaf tersebut untuk minta pembatalan 

perJanJlan . 

Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (ps iki s), jadi bukall 

paksaan badan . (fis ik ). Paksaan terjadi misalnya jika seseorang l11emberikan 

kesepakata nnya karena takut pada ancall1an yang ditujukan kcpadanya, ancal1lan 

harus ll1engenai suatu perbuatan yang dilai-ang olch undang-undang. Apabila 

ancal1lan itu merupakan suatu perbuatan yang memang diijinkan oleh undang-

undang, misalnya anca ll1an akan menggugat yang bcrsa ngkutan di dcpan hakim 

dengan disertai penyitaan barang,ll1aka hal tersebut tidak dapat dikatakan scbagai 

suatu ancal11an. 

[) 
; 

---------------------------------------- -----
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Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaJa l11emberikan 

keterangan-keterangan palsu atau tidak benar discrtai dcngan tipu muslihat lIntlik 

mel11blljllk pihak lawannya agar memberikan kescpakatan . Perjanjian yang dibllat 

berdasarkan kata sepakat yang diperolch dengan jalan penipuan dapat 

dimohonkan pcmbatalan. Penipuan yang dapat dipakai alasan lIntuk ll1cl11ohonkan 

pCll1batalan tcrhadap sliatu pe~janjian adalah apabila pcnipuan tcrscbut Illcrupakan 

suatll rangkaian kebohongan . Menurut Yurisprudensi, tidaldah clikup kalall orang 

itu hanya melakukan kebohongan ll1engenai suatu hal aja, paling scdikit harus ada 

scsuatu rangkaian kebohongan atau suatu pcrbllatan yang dinamakan tipu 

muslihat. 2(1 

Ad.b. Kecakapan untuk mClllbuat perjanjian 

Subjek hukll.11l diberi kesell1patan yang luas untuk mcnciptakan hubungan-

hubllngan hllkllm atas prakarsa sendiri . Perbllatan hukulll itu yaitu pcrjanjian 

obligatoir, merupakan sarana untuk mewujudkan hak ini secara olonol11 . Jadi 

dapat dipahami bahwa kelllungkinan untuk Illclakukan pcrbuatan-perbuatan 

hukum hanya diberikan kcpada Illereka yang diharapkan akan lllalllpU 

Illclllpcrhitungkan jangkauan akibat inisiatifnya. 

Orang yang Illclllbuat sllatu pcrjanjian harus cakap mcnurul huklllll 
? 

(handelingsbekwaam). Pada asaSnya, scliap orang yang slidah dcwasa atau 

akilbaligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurllt hukum. 25 

Pasal J 330 BW mcnyatakan bahwa orang-orang yang dianggap lidak 

cakap untuk Illcmbuat perjanjian adalah : 

2'1 Subekti (I), Opcil, haL 24 
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Cl . orang-orang yang belum dewasa ; 

b. mcreka yang ditarllh di bawah pengampuan; 

c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yan di tetapkan olch undang-

undang, dan pada umulllnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah meJarang membuat persetuj uan-persetllj ua n tertentu. 

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa di dalam BW diatur dalalll pasal 

330, di tentukan bahwa belum dewasa adalah Illereka yang belum I1lcncapai lImur 

gCllap 2 I tahun dan belum kawill. Sedangkan dalam UU No. 1/ 1974, tcntallg 

perkawinan, dalam pasal 47, diatur mengenai ukuran kedewasaan dan kecakapan, 

ditentukan bahwa belulll dewasa adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahull 

ataLl belLlI1l pernah melangsungkan pcrkawinan.Selebihnya adalah cakap. maka 

berdasar pad a azas "Lex specialis deroget Legi generali", Ketcntuan dalalll UU 

No. 1/ 1974 itulah yang saat ini dipakai acuan . 

Batas usia 18 tahull tidak secara sempurna mengungkapkan titik tolak, 

yaitu secara mandiri turut ambil bagian dalam lalu lintas huklllll hallya terbuka 

bagi yang mampu menilai kepentingan-kepentingannya dengan benar. 

Oi satu pihak, sering kemampuan me:mbedakan baik dan buruk (oordeel 

desonderscheids) sudah dimiliki sebelum mencapai lImur 18 tahun dan dalam hal 

demikian tidak ada hambatan lIntuk membiarkan orang yang "Illinderjarig" itLl 

turut ambil bagian dalam lalu lintas hukul11 dalam skala terbatas. Oi pihak lain ad::i 

"meerderjarigen" yar,g tidak mampu menllai luasnya akibat perbuatan-perbuatan 

25 Ibi~ha\. 17 
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l11ercka dan mereka tidak dapat dibiarkan secara l11andiri l11engurusi kepentingan 

Menurut pasal 433 BW, orang-orang yang diletakkan di bawah 

pengampuan adalah sctiap orang dewasa yang selalu berada dalal11 kedaaan 

dungu, sak it otak, atau mata gelap dan boros. Oalam hal ini pel11bentuk undang-

undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak l11ampu menyadari tanggung 

jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan pc~janjian . 

BW juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak 

cakap untuk Illengadakan perjanjian. Hal ini terdapat dal alll ketentuan pasa l 108. 

BW yang menentukan bahwa wanita yang telah bersuallli apabila hendak 

l11el11 buat perjanj ian memerl ukan bantuan atau ij in dari suam i nya . T ctapi sejak 

dikeluarkannya Undang-undang No. 1/ 1974, khususnya diatur dalalll pasal 3 1 

vasal, yang mengatur tentang : 

I) Hak dan kedudukan suallli istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalal11 kehidupan rUl11ah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam Illasyarakat; 

2) Masing-masi ng pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; 

3) Suallli adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga 

Sehingga dengan adanya Undang-undang No. 1/ 1974 tentang pcrkawinan itu , 

maka berdasar pada azas " Lex spccialis deroget Legi generali", ketcntuan dalalll 

UU No. 1/ 1974 ill/lah yang saat ini dipakai aCllan. Kctentuun dalam pasal 31 

tersebllt l11engangkat derajat wanita yang Lelah bersLlami seJaJar dcngan pria, 

26 MR . .I. H. Niuewellhus, op.cit, hal 21 
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schingga unluk mcngadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan 

pengadilan ia tidak memerlukan lagi bantuan dan ijin dari sllamillya. 

Ad.c. Suatu hal tertenlll 

Adanya hal tcrtentu dalam perJanJlan berarti bahwa objek dari pelJanJlan 

lersebut harus tertentu atau dapat dilelltukan, pasal 1332 BW mcncntukan bahwa 

hanya barang-barang yang dapat dipcrdagangkan saja yang dapat Illcnjadi pokok 

perjanjian. Barang-barang tersebul, setidak-tidaknya harus dapat dihitung atau 
,. 
ditetapkan (pasal J 333 BW). Selain ilu dalalll pasal 1334 BW dipcrkenankall juga 

untuk I11cmperjanjikan barang-barang yang akan ada asalkan lidak dilarang oleh 

LInda ng-L1ndang. 

Pasal 1334 ayat (2) BW Illenentukan bahwa barang-barang yang akan 

maslIk hak warisan seseorang karena ada orang lain yang akall rneninggal, 

dilarang dijadikan objek suatu perjanjian, meskipLlIl dengan kesepakatan orang 

yang akan meninggal dan mewariskan barang-barang warisan ilu, sebab 

Illenjadikan barang yang akan diwariskan sebagai objek perjanjian bertentangan 

dengan kesusilaan .27 

Ad. d. Suatu sebab yang halal 

Syarat terakhir untuk sahnya sualu pcrjanjian adalah adanya suatu sebab 

yang hala/. Yang dirnaksud sebab dari suntu pe~ianjian adalah isi dan tujuan dari 

perjanjian itu sendiri , misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, dill1ana isinya 

adalah pihak yang satu berilljuan lIntuk l11ellikmati suatu barang, scdangkan pihak 

yang lain bcrtujllan Illemperoleh uang. 

27 Wirjono Projodikoro, op.cit. Hal 22 
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Menurut pasal 1335 BW, perjanjian dinyatakan tidak l11empunyai kekuatan 

apabila dibuat dengan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab palsu alau sebab 

tcrlarang. 

Sebab yang lidak halal adalah sebab yang bcrtentangan dengan undang-

undang, ketertiban UI11UI11 dan kesusilaan (pasal 1337 BW). 

Apabila suatu perjanian didasarkan pada suatu scbab yang tidak halal, 

maka dari sel11ula perjanjian itu dianggap sudah batal dan hakirn karena 

jabatannya (ex officio) berwcnang untuk l11embatalkan meskipun tidak diminta 

oleh salah satll pihak (batal secara mutlak) 

2.2 Oaya Mengikatnya Suatu Perjanjian 

Setelah kesepakatan-kesepakatan terbentuk diantara kcdua belah pihak', 

maka selalu dipertanyakan kapan saat-saat terjadinya perjanjian alltara para pihak . 
' 1 

Mengenai hal ini ada beberapa ajar~n yaitu : 

I. Verklaringstileorie. mengajarkan bahwa perjanjian telah lahir, pada saat 

pernyataan kehendak dituangkan lewat surat, pada saat surat pernyataan 

setuju dibuat, maka pad a saat itu lahirlah perjanjiall . 

2. Verhendtheorie (teori pengiriman), mengajarkan bahwa pada saat 

pernyataan kehendak itu telah dikirimkan, . maka pada saat itlliah 

perjanjian itLl lahir. 

3. Ontuangstheoric (teori penerimaan), mengajarkan bahwa perjanjian itll 

lahir pada saat pernyataan kehendak itll telah diterima oleh lawan . Jadi 
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pada saat di!erimanya surat pernyataan kchendak, walaupun sura! i!u 

belul1l dibuka, maka lahirlah perjanjian, 

4. Vernemingstheorie, mengajarbn bahwa pada saat surat pernyataq.n 

kehendak itu telah dibuka dan dibaca olch pi hak yang l1lenawarkan, 

Ihaka pada saat itulahirlah perjanjian.2X 

Ada beberapa faktor yang rnempengaruhi suatu perjanjian agar sah dan 

mengikat, faktor-faktor tersebut diantaranya : 

2.2.1 .)'u/~jek Pel . .,-wyian 

Yang dimaksud dengan sl;lbjek perJanJran ialah pihak-pihak yang terikat 

dengan diadakannya suatu perjanjian . 

Menurut ketentuan pasa11315 BW, mengatur bahwa : 

"I'oda 1I111umnya /ak seorang dopa/ mengika/kan diri a /as IWfl/{/ scndiri (//Oll 

1I1(, l1Iil1/o difefapkan sua/ u jen;,\' scluin dari pudu lin/11k diril1Yu sel1di,.,· . .. 

Sehingga subjek perjanjian jalah pihak-pihak yang !erika! dengan 

diadakannya suatu perjanjian. BW membedakan tiga go longan yang terdapat 

dalam perjanjian yaitu : 

I. para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri ; 

~ 2. para ahli waris mereka dan mercka yang rnendapat hak dari padanya; 

3. Pihak ketiga; 

Pada asasnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan pcrjanjian i!lI 

sendiri . Asas ini l11erupakan asas pribadi Cps 1315 .fo 1340 BW). Para pihak (idak 

2X Lisman Iskandar, Catalan Hukum Perlkalan, 1999 
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dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang 

disebutjanji guna pihak ketiga (bedding ten behoeve van derden) ps. 13 17 BW. 

Dalarn tiap-tiap perjanjian ada dua rnacam sllbjek, yaitll kc-I seorang 

ll1anusia atau suatll badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu 

dan ke-2 seorang ll1anusia atau badan hukulll yang mendapat hak atas pclaksanaan 

k "b . 29 ewa.Jl an ltU. 

Menurut ketentuan undang-undang yang rncnjadi subjck dari pcrJanJlan 

adalah orang dan badan hukum. Sehingga hanya orallg yang dan bdan hukulll 

inilah yang diperbolchkan untuk l11embuat perjanjian . 

Subjek berupa orang harus Il1clllcnuhi syarat-syarat UIllUlll untuk dapat 

Illembuat perjanjian; yaitu cakap lllenUrUl hukum, dalam arti sudah dewasa dan 

tidak berada eli bawah pengampuall . Scdangkan subjek berupa badan hukum 

bcntuknya dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi , dan juga 

Badan Pemerintah. 

2.2. J ()/~/ek Pef:/w?Jiun 

M~ngenai objek pc~janjian ini pasal 1332 BW mencntukan : 

" /-Iunya barang-barang yang dapal diperdagangkan .m/a, dapal menjadi pokok 

p erse 11{jllafl-persell{/11a n" 

Jadi barang-barang yang dipcrgunakan untuk kepentingan urnUIll , antara 

lain scpcrti jalan Ul11Ul1l , pelabuhan Ull1Ul11 , gedung-gcdung UIllUl11 , dan sebagainya 

tidaklah dapat dijadikan scbagai objck pe~ianjian . 

29 Wirjollo Projodikoro, Op.Cit hal. 13 
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Sclain itu pasal 1333 BW juga menentukan :. 

",",'/lolu p erSCll(//lUII hor/ls lIlempllllyai pokok s"olll /Joron}!. YUII,\!. /71t1ill}!. sedikil 

dilenlukanjenisny a. 

Tidaklah rnenjadi halangan bahwa jUl11lah barang tidak tcntu , asal saJa 

jumlah itu terkcrnuCfian dapat ditentukan atall dihitung.·' 

Wiljono Projodikoro mengartikan objek adalah sebagai hal yang 

diperlukan oleh subjek ilu, berupa hal penting dalam tujuan yang dimaksud 

d b k 
. .. 10 

engan mem entll perJal1Jlan: 

Objek dalam perhubllngan hllkurn peIJanJlan dapat dibedakan menjadi tiga 

ll1acall1 : 

a. ~' barang-barang yang dapal diperdagangkan: 

b. harus diketahui jenisnya dan dapat ditentukan ; 

c. barang yang baru ada di kell1udian hari, yaitu : 

barang yang sam a sekal i bel um ada; 

barang yang sudah ada tetapi masih berada di ternpat lain. 

Wiryono Projodikoro mengartikan objek adalah sebagai hal yang diperlukan oleh 

sLl~jek itLl , berLlpa suatu hal penting dalam tujuan yang dimaksud dengan 

membentuk suatu perjanjian.Objek adalah kebalikanllya dari subjck. rnaka o~jck 

dalam sllatll perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjck itu 

berupa sllatu hal yang penting dalam tujuan yang dil11aksudkan dengan. 

I11cl11bentuk suatu pe~janjial1. Oleh scbab itu , objek dalam pcrhubungan hllkum 

] (J Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukul11 Perjanjian, eel. VIII , Mandar Maju. Bandung, 
::'.000, hal. 19 
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perihal perjanjian ialah : hal yang diwajibkan kepada pihak-bcrwajib (debitur) , 

dan hal terhadap mana pihak-bcrhak (kreditur) mempunyai hak .~ I 

3. Ter.iadinya l'erjanjian Membcrcard hotel 

Dalam pernbicaraan mengenai tcrjadinya perjanjian membercard hotel ini, maka 

hal yang paling bcr.kaitan adalall mcngenai syarat-syarat pcrjanjian yang 

diperlukan untuk sahnya suatu pcrjanjian, seperti telah diuraikan diatas, yait.u 

syarat sahnya perjanjian dalam pasal 132(1 BW, 4 macam syarat sahnya pcrjanjian 

yaitll : 
f ' 

I) Scpakat ll1ereka ll1engikatkan diri 

2) Kecakapan lIntuk Il1cmbuat suatu pcrikatan 

3) Suatu hal tertentu 

4) Suatu scbab yang halal 

Keell1pat syarat tersebut bila kita hubungkan dcngan perjanjian mcmbercard 

hotel, ll1aka apabila perjanjian ll1ell1bercard hotel itu dibuat dcngan tidak ada 

kesepakatan, ll1isalnya karena kekhilafan, paksaan, atau tipuan, Illaka akibatnya 

perjanjian mcmbercard hotcl itu dapat dibatalkan . 

Mengcnai kecakapan untuk rnclllbuat suatu pcrikatan Iclah diuraikan . 

dalam sub bab 2 diatas . 

Bila sLiatu pCljanjian dibuat dcngan tidak ada hal tcrtcntu , maka akibatnya 

adalall batal dcmi hukul11 , dalam pcrjanjian membercard hotcl suatu hal tcrtcntu 

ilLl adalah objck dari perjanjian itu , yaitu bcrupa pcnggunaan fasilitas hotel. seperti 

11 Ibid. hal 19 
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kamar tidur, pusat kebugaran, dan potongan harga apabila hendak menginap dan 

makan restoran hotel tersebut. 

Perjanjian membercard hotel merupakan suatu perjanjian yang mempunyai 

sebab atau dikarenakan sesuatu scbab yang tidak terlarang oleh undang-undang, 

juga tidak bertentangan dcngan kesusilaan ataupun ketertiban ul11um . Jadi , 

mempunyai sebab yang hala!. 

Setelah kita mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian membercard hotel , maka 

baru dapat ditentukan kapan suatu perjanjian membercard hotel terjadi. 

Saat terjadinya perikatan dalam perjanjian membercard hotel adalah tidak. 

mudah ditentukan sebab dalam hal ini pihak-pihak yang akan I11cngikatkan dirinya 

antara yang satu dan lainnya, tidak bcrtemu secara langsung, melainkan mereka 

menyatakan kehendaknya dalam perjanjian melllbcrcard hotel Illelalui media 

t~lepon . Dengan demikian untuk Illengetahui apakah telah lahir suatu pc~anjian 

dan bila perjanjian itu dilahirkan harus dipastikan apakah telah terjadi kescpakatan 

diantara para pihak, dan apakah unsur-unsur dalarn pasal 1320 BW, scbagai syarat 

sahnya pe~janjian telall terpenuhi . Mengenai kesepakatan dalalll pc~janjian 

membercard hotel , menurut ~jaran yang paling tua , haruslah dipegang teguh 

tcntang adanya persesuaian kehcndak diantara kedu3 belah pihak. apabila kcd1l3 

belah pihak itll berselisih maka tak dapat dikatan tclah lahirnya suatu pcrjanjian . 

Perkembangan yang tcrjadi dikemudian hari , dimana kedua belah pihak tidak lagi 

saling berternu, rnaka ukuran terscbllt tidak dapat dipertahankan lagi . Yang 

terpcnting bukan lagi kehendak tetapi apa :vang dinyatakan olch orang scorang 

Scpakat yang dipcrlukan untuk Il1clahirkan suatu pcrjanjiall diallggap telah 
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tercapai, apabiJa pernyataan yang dikeluarkan suatu pihak diterima oleh pihak 

Jain. SlIatll pernyataan yang diucapkan secara berscnda gurau tidak bolch 

dipegang untuk 'dijadikan dasar bagi suatu perjanjian. Sehingga hanya pernyataan 

yang sepetutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak 

'k k \. . 12 mengl at an (mnya.· 

Karena itu perjanjian membercard hotel ini, lahir pada saat tercapainya 

kesepakatan, dan oleh karena itu maka pcrjanjian itu lahir pad a dctik diterimanya 

sllatu penawaran (offerle ), dari telemarketing atau penawar kcpada konsumcn 

yang menyatakan bahwa mereka bersedia meneri rna penawaran tersebut, 

meskipun Illereka tidak bertelllll secara langsung. 

3.1 Bentuk perjanjian membercard hotel. 

Pad a ul11umnya bentuk pe~ianjian membercard hotel adalah secara Iisan 

yang kel11udian dituangkan dalal11 benluk tertulis, Illeskipun pcnawaran dan 

pelllbayarannya dilakukan dcngan tidak bertatap muka secara langsung. Hal ini 

penting sekali berkaitan dengan subjek pel11egang lllel11bercard hotel tersebut, 

sllbjek pemegang membercard tersebut berhubungan dengan hak dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan selama mereka menjadi member dari suatu hotcl dan 

seJama mereka l11asih terikat. oleh perjanjian membercard hotel tersebut. Selain 

itu alasan perjanjian mel11bercard hotel harus dituangkan dalam perjanjian tcrtulis 

adalah karena tiap-tiap konsumen dan telemarketing adalah tidak saling 

I11cngcnal ,dan tidak pernah bertclllu, di dalalll pcrjallj ian Il1cmbcrcard hotcl 

J2 Ibid, hal 27 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ... RULLY MAHARANY



I . 
36 

tersebut, kesepakatan diantara para pihak . selalu diawali dcngan pembayaran 

sejumlah uang tertentu sebagai pemcnllhan prestasi bahwa konsumen bersedia 

mengikatkan diri ·pada perjanjian membercard hotel tersebut 

Berhubung dengan adanya pembedaan jcnis-jenis perjanj ian yang tclah diuraikan 

dalal11 sub . bab 11 diatas, Illaka perlu dibicarakan pula l11engenai perJanJlan 

call1puran. 

Pcrjanjian campuran, adalah perjanjiall yang I11cngandung bcrbagai unsur 

pe~JanJlan di dalal11nya. Perjal~jian Illembercard hotcl tennasuk pcrjanjian 

call1puran, karcna didalamnya mengandung bcrbagai unsur pe~ianjian antara 

pcmilik hotel dengall konsumcn, karena perjanjiall itu bcrisi bcrmacalll-l11acl11 

perjanjiall , seperti : pe~jalljiall jasa ulltuk memperoleh scgala kellludahan 

pelayanan, perjanjiall sewa menyewa kamar, perjanjian sewa menyewa peralatan 

pesta, perjanjian jual beli di restauran untuk 111 en i.kl1l ati l1lakallan . Terhadap 

perjanjian call1puran ini , terdapat bebcrapa faham . 

Fahal11 pertama mengatakan bahwa kctcntuan-kctentuan 

mengenal perJanJlan khusus diterapkan secara analogis sehingga 

setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (coNfractus sui 

generi ... ). 

Fahal11 kedua : Illengatakan ketentuan-ketcntuan yang dipakai 

adalah ketentuan-ketentuan dari perJanJlan yang paling 

l11enentukan (feor; absorbsi)' 

Faham kctiga : l11engatakan bahwa keten tuan-ketcntuan undang-

undang yang diterapkan tcrlladap perjanji an call1pUrall itu adalall 
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ketentuan undang-undallg yang berlaku untuk itu (Ieori 

combinal Ie) . 

3.2 Pihak-pihak daJam perjanjian inembercard hotel. 

Pihak-pihak dalam perjanjian membercard hotel ada yang berkedudukan 

sebagai konsumen dan sebagai penjual yang yaitu pcrusahaan pcncrbit 

membercard hotel yang dalam menj ual membercard, mereka merekrut beberapa 

orang lIntuk bekerja kepadanya sebagai telemarketing, yang I11cnjual membercard 

kepad~ konsllmen, di samping itu ada pihak pemilik hotel yang tentll saja ' 

bcrtanggung jawab atas pcncrbitan dan pclaksanaall pcrJ3nJl3n . Karcn3 

sebellll11nya telah mengadakan suatu bentllk perjanjian garansi dengan perusahaan 

penerbit membercard hotel, yang tentu saja bisa perjaji an semacam ini dapat 
,-
terjadi . Perjanjian garansi yang diatur adalah sesuai dengan pasal 1316 BW : 

"Meskipun demikian adalah diperbolehkan un/uk l1Ienal7ggung alau "7(!/~/{/min 

seorang pihak keliga, dengan menj(ll~/ikan bahwa orang ini akan her/mal s('sualil. 

dengan lidak mengural1gi lunlulan pembayaran ganli rugi ler/7adap siapa yang 

lelah menanggung pihak ke/iga ilu a/au yang lelah herjal7ji, IIl1luk mcnyemhkall 

pihak keliga lersebul ll7enga/akal1 SeS1la11l, jika pilwk in; menu/ok 11/('11/(,1111111 

perikalannya " 

dan menurut ketentuan pasal 1317 BW yang Illcnyebut bahwa lagi pun 

dipcrbolchkan juga lIntllk meminta ditctapkan scslIatll janji gllna kcpcntingan 

seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yan g dibuat oleh scorang 

lIntuk dirinya sendiri atall suatll pcmberiall yang dilakukannya pada scorang lain 
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memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah mempc~ianjikan sesuatu 

seperti itu tidak boleh Illenariknya kelllbali apabila pihak ketiga tersebut telah 

Illenyatakan kehendaknya atau kemauannya untuk mempergunakannya. 

Dari ketentuan itu, maka dapat dialllbil suatu kesilllpulan bahwa janji untuk pihak 

ketiga itu Illerupakan suatu penawaran (offerte) yang dilakukan olch pihak yang 

Illelllinta diperjanjikall hak (stipulator), dalam hal ini adalah pihak pcllerbit 

membercard hotel, kepada pihak ketiga. Dan stipulator tadi tidak dapat menar.ik 

kelllbali perjanjian .itu apabila pihak kCliga telah menyatakan dirinya menerima 

perjanjiail itu. Pihak dengan siapa stipulator mengadakan perjanjiall disebut 

premissvr, dalam hal ini adalah pihak pell1ilik hotel. Tentu saja pcrjanjian garansi 

antara stipultor dan premissor ini diserta; ketentuan bahwa akan terjadi perjanjian 

timbal balik, bahwa keuntungan dari penjualan membercard hotel itu akan 

diserahkan pihak penerbit mell1bercard hotel kepada pihak pemilik hotel, dan ia 

hanya menerima kOlllisi dari penjualan Illelllbercard tersebut, namun dengan 

demikian pula pihak pemilik hotel akan menanggung segala resiko yang terjadi 

kellludian, akibat dari pcnjualan Illclllbercard hotcl tersebut. Dellgan demikian 

kedudukan telemarketing dalam perjanjian melllbercard hotel ini adalah sebagai 

pihak kedua yang mewakili pihak pcnerbit mClllbercard hotel. 

Dari dua kedudukan terscbut tentu saja Illcn illlbulkan hak-hak dan 

kewaajiban tersendiri, hak dan kewajiban sescorang scbagai konsumcn tidak akan 

sama clcngan hak clan kewajiban sescorang scbagai tclcma rketing. 

Seseorang yang ditunjuk scbagai telemarketing biasanya adalah seorang 

yang mempunyai pengalaman sebagai tenaga pemasaran, telemarketing adalall 
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seorang penawar pad a pennulaan perJanJlan melllbercard hotel, mereka 

mempunyai keahlian memasarkan suatu produk, dalam perJan.llan membercard 

hotel ini mereka berusaha menarik Illinat konsumen untuk mCl11beli l11el11bercard 

hotel yang mereka tawarkan. Seorang telemarketing dalam l11elakukan tugasnya 

diwajibkan mengetahui paling sedikit latar belakang ekonol11i konsumen yang 

dihubunginya, biasanya yang dituju adalah konsumen yang dari segl 

perekonol11iannya adalah termasuk golongan ckonollli menengah sampal 

menengah keatas. Seorang marketing harlls l11enJ am Ill , bahwa apabila telah 

tercapai sLlatu kesepakatan, dan pihak konsumen telah berscdia mengikatkan 

dirinya, maka seorang marketing harus I11cnjal11in bahwa tclah ada pCl11bayaran 

baik yang dilakukan melalui credit card l11aupun dengan cara tunai , dan menjal11in 

bahwa data-data konsul11en yang ada dalal11 formulir yang l11ereka isikan adalah 

benar. Pengisian data yang tidak benar akan mengakibatkan pengiril11an 

l11embercard hotel , tidak akan dapat diteril11a oleh costumer tepat pada waktunya, 

dan hal ini akan berpengaruh pada reputasi perusahaan yang dipercaya untuk 

l11enerbitkan l11el11bercard hotel, dan reputasi hotel yang sedang dijual namanya 

l11elalui l11enibercard hotel tersebut. Selain itu kewajiban telemarketing adalah 

hanls menjamin bahwa l11embercard hotel itu tetap berlaku, sampai batas waktu 

perjanjian 'lberakhir, dari kewajiban ini dapat dikatakan bahwa marketing haws 
. . 

bertanggung jawab atas kelangsungan pemenuhan isi pe~Jal~lIan mel11bercard 

hotel. 

Kemudian untuk hak-hak dan kewajiban yang dipunyai oleh konsumen 

adalah tidak ada sesllatu yang menonjol, hak yang diterima oleh konsumcn adalah 
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hak untuk' mendapat fasilitas-fasilitas khusus sesual lSI perJanJlan membercard 

hotel, apabila ia mempergunakan kartu membercard tersebut. 

Sedangkan kewajiban yang perlu dikemukakan adalah harus membayar 

uang yang telah ditetapkan, bahwa ia bersedia menjadi member suatu hotel dalam 

hal ini disebut dengan "annual .fee" , mengingat bahwa melllbercard hotel itu 

biasanya berlaku se.lama satu tahun sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Perjanjian membercard hotel yang dilakukan oleh orang-orang yang belum 

dewasa (menurut pasal 1320 BW) dapat dibatalkan, juga perjanjian yang dibuat 

olch orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 

Bagi golongan bllmiputera untLJk ukuran kcdewasaannya adalah menurut 

hukum adat yang tidak tertulis. Ketentuannya adalah asal mercka kuat gawc, atau 

dapat hidup sendiri . .Iadi, tidak mel11punyai suatu lIkuran tertcntu dalal11 batas 

umur seseorang untuk menentukan kedewasaannya. 
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UP A Y A PENYELESAJAN SENG KET A 
DALAM PEIUANJIAN MEMBERCARD HOTEL 

Mcnurut pasal 1233 BW, perikatan dapat ditimbu lkan karena persetujllan 

maupun karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang ini 

bisa discbabkall karena adallya sua(u keadaall tcrtcntu ' dan karcnn pcrbuatan . 

ll1allusia. Perbuatan ll1anusia tcrdiri atas perbuatan hukulll yang sa h atnu legal dan 

,perbuatan ll1elanggar hukul11 . Perbuatan ll1elanggar huku ll1 tidak hanya perbuatan 

yang bertentangan dengan undang-ulldang saja, ll1el ainkan tcrmasuk juga 

n 
perbuatan yang bertentangan dengan 1110ral dan kepatutan dalam masya rakat. ' ' 

Persetujuan atau perjanjian yang dill1aksud adalah perjanjian obligatoir 

dalam arti yang luas, yaitu baik perjanjian bernall1a ma upun perjanjian tak 

bernall1a. Perjalljian bernall1a adalah jellis-jenis perjanjian diluar yang telah diatur 

dalall1 buku 1.11 BW, misaillya sewa beli, jual beli dengan angsuran, leasing, dan 

sebaga in ya. 

Seperti telah diuraikan pada bab 11, bahwa telah diketahui pihak 

perusahaan dan pihak pemilik hotel telah ll1elakukan suatu perjanjian, ya ng bisa 

discbllt sebagi perjanjian garansi, mClllIrut pasal 13 16 RW. Scdangkan pcrbuatan 

hukull1 perusahaan penerbit membercard hotel yang menj ua l produknya tidak atas 

nall1allya selldiri , dan selalu menjual mellgatasllamakan hotel dengan mana 

mercka I11clakukall kerjasama, sebenarnya bisa dikatakan sebagai suatu bentuk 

perjanjian keagcnan, yang tclah diatur dalam Bab XVI buku III, BW. Karena 

J.\ Moerdiali, Catatan Perbuatan melanggar hukul11, FH UNA IR, 2001 . 
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pihak penerbit membercard hotel dalam bertindak selalu bertindak untuk dan 

nama pcmilik hotel, artinya ketika perusahaan penerbit mcmbercard hotcl 

lr'nelakukan transaksinya, yang mana diwakiJi oleh telemarketing, dengan pihak 

konsumen, transaksinya selalu dilakukan atas nama pemilik hotel , schingga 

perusahaan penerbit membercard hotel melakuan perbuatan hukulll atas nama 

kuasa dari pel11ilik hotel. Oleh karena itulah perjanjian keagcnan disebut juga 

sebagai peljanjian pemberian Kuasa, seperti yang diatur dalam pasal 1792 BW, 

sehingga perusahaan penerbit membercard hotel hanya bertindak sebatas apa yang 

dikuasakan oleh pemiJik hotel kepadanya . Dan oleh sebab itu atas keuntungan dari 
? 

penjualan membercard hotel , perusah . .lan penerbit membcrcard hotel akan 

memperoleh komisi. Dengan diketahuinya posisi pemilik hotel dan perusahaan 

penerbit membercard hotel , maka dapatlah kemudian digunakan dasar untuk 

mencari pihak manakah yang bertanggung gugat, atas kerugian yang diderita oleh 

konsuillen. 

Jadi , karena pihak pellerbit membercard hotcl hanya bertindak berdasarkan 

kuasa dari pihak pemilik hotel , maka apabila dikeilludian hari terjadi kerugian 

pada konsuillen pembeli membcrcard hotel , maka atas kerugian tersebut 

perusahaan penerbit membercard hotel tidak bcrtrt nggung gugat. yang 

bertanggung gugat adalah pemilik hotcl itu sendiri, namun bisajuga pihak pcmilik 

hotel tidak mau bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumcn 

dcngan dalih bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pi hak yang ll1embuatnya. 

dalam hal ini adalah pihak penerbit membercard hotel dan konsulllen, hal seperti 

ini c1isebabkan l11ungkin pihak hOlel merasa lidak ikut bcrtanggung gugaL karena 
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pihak marketing mcnjual dengan cara memberikan infonnasi yang tidak benar 

telltallg produk yang dijualnya. Dalam keadaan seperti ini maka pihak penerbit 

!nembercard hotel 'dapat digugat pula oleh konsumel1. 

Perjanjian membercard hotel mell1punyai dua kell1ullgkinan timbuillya 

jenis perikatan yang berbeda, yaitu perikatan yang till1bul karena perjanjian dan 

peri katan karena undang-undang. 

Kemungkinan pertama, lahirnya perikatan karena pcrjanjian, terjadi karena 

pihak telemarketing yang menghubungi konsumen dianggap mclakukan suatu 

penawaran yang Il1crupakan salah satu unsur pembcntuk kescpakatan. Scbagai 

salah satu unsur pell1bentuk kat a sepakat, yang mcnentukan saat tcrjadinya 

perjanjian obligatoir, maka terhadap penawaran disyaratkan harus memuat unsur 

csential perjanjian yang akan ditutup . ~4Artinya, dalam suatu pcnawaran, yang 

l11erupakan kehendak berisikan usul untuk Illengadakan perjanjian , haruslah 

l11emuat kepastian tentang unsur-unsur pokok perjanjian yang akan ditutup. 

Dengan delllikian telemarketing clalal11 Illclakukan penawaran tcrhadap 

konsull1en, haruslah menyebutkan secara jelas dan deti! hakekat barang yang akan 

l11ereka jual, yaitu mengenai bentuk fasilitas-fasilitas apa saja yang mereka 

tawarkan tcrhadap pembeli membercard hotel tersebut, beserta harga yang telah 

ditetapkan. Bagaimana jika salah satu unsur pokok perjanjian yang akan ditutup 

tidak dikemukakan oleh telemarketing? 

Apabila telemarketing tidak mengemukakan salah satu unsur pokok 

perjanjian, maka kegiatan yang dilakukan oleh telema rketing tcrsebut tidak 
' l . 

14 J.H. Nieuwenhuis, op. Cit. , hal 2 
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berlaku sebagai penawaran, melainkan hanya sekedar "undangan untuk 

melakukan penawaran", dengan tidak berlakunya kegiatan marketing yang 

Illenghubungi konsumen le'wat telepon itu sebagai penawaran maka perikatan 

karella perjalljian obligatoir tidak akan terbentuk, karena kata sepakat yang terdiri 

dari penawaran dan akseptasi, dan menjadi salah satu syarat sahnya perJanJJan, 

bellllll terbentuk. Nalllun dengan telah dibelinya mcmbercard yang tclah 

ditawarkan oleh telemarketing, "undangan untuk Illelakukan penawaran" berubah 

l11enjadi "penawaran yang SCl11plIrna". Karcna dalam proses jual beli , unsur pokok 

yang sCl11ula tidak dikel11ukakan telah ditegaskan dan selanjutnya te~iadi sepakat 

untuk l11enutup perjanjian jual beli tersebut. 
\. ;" 

Kel11ungkinan kedua, perikatan karena undang-undang. Seperti telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya, bahwa perikatan karena Undang-undang, dapat terjadi 

karena menurut hukulll (reci1fl1lufig), atau karena perbuatan mclanggar hukulll 

(ol1reci1fmafig). Perbuatan telemarketing yang l11erugikan konsulllen adalah 

ll1erupakan perbuatan ll1eJanggar hukull1, tentang perbuatan melanggar hukulll 

undang-lIndang, yaitll pasal 1365 BW, menentukan bahwa setiap perbuatan yang 

ll1elawan hukulll yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu ll1engganti kerugian tersebut. Pasal 

1365 BW, tidak ll1emberikan definisi tentang perbuatan l11elanggar hukurn tetapi 

hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi lIntuk bcrhasilnya gllgatan 

berdasar perbllatan meJawan hllkul11. Pemilik hotel dikatakan telah Illclakukan 

pcrbuatan melanggar hukul11 jib pernyataan oleh telemarketing Illenimbulkan 

pelanggaran terha~ap kewajiban pel11ilik ' hotel Illaupun pelanggaran hak 
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kOllsumcn, hak atau kewajiban mana tidak bcrasal dari suatu perJanJlan: 

Pelallggaran terhadap kewajiball pemilik hotcl ataupun pelanggaran terhadap hak 

konsumen yang tidak berasal dari perjanjian inilah yang pada akhirnya melahirkan 

perikatan karena undang-undang. 

'.: 

I. I Upaya Penyelesaiall Sengkcta 

Berdasarkan uraian diatas, Illaka atas perbuatan-perbuatan hukulll yang 

terjadi antara pihak pemilik hotel , dan konsumen, dapat diketahui dasar-dasar 

gugatan yang dapat diajukan untuk menuntut ganti kerugian. Hubungan-hubungan 

hukum yang tcrjadi , dan tidak yang tidak jarang mcnimbulkan perselisihan antara 

pihak konsumen dan menejemen hotel, itu terjadi karena beberapa sebab seperti 

tidak ditepatinya suat janji (wanprestasi), maupun pcrbuatan melanggar hukulll, 

yang berakibat til11bulnya kerugian pada pihak tertentu. 

Di dalal11 praktek, seringkali bila tcrjadi sengketa karena wanprcstasi salah 

satu pihak, maka para pihak dalam petjanjian tidak langsung l11cnyelesaikan 

l11elalui pengadilan, dalam perJanJlall membercard hotel, hal ini bclulll pcrnah 

terjadi, keballyakall para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah 

tidak langsung l11elalui Pengadilan Negcri, tctapi ditempuh cara-cara sebagai 

berikut : 

a. Musyawal'ah 

Apabila ada salah satu pihak, baik itu pihak pel11ilik hotel, ll1aupun pihak 

konsull1en melakukan wanprestasi , sehillgga til11bul sengketa diantara l11ereka, 

pertallla-tall1a yang dilakukan para pihak untuk ll1enyelcsaikannya. adalah dcngan 

p 
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jalan musyawarah. Musyawarah ini bisa didampingi oleh notari s; atau bcberapa 

orang dari masing-masing pihak sebagai saksi pada saat perjanjian membercard 

hotel itu dibuat. 'reran dari notaris ataupun pihak yang menjadi saksi dalalll 
\' 

l11enyelesa ikan sengketa disini , hanya sebagai penengah saja, dalam arti ia hanya 

l11endasarkan pada perjanjian tertulis ya ng ada. 

Oi dalal11 l11usyawarah itu, apabila dicapai kata sepakat Ill aka biasanya 

pihak yang wanprestasi diwajibkan l11embaya r denda berupa uang, sedangkan bila 

tidak te~i adi kata sepakat, l11aka prestasinya l11 engenai sesuatu hal di mana 

perjanjian tersebut sudah berjalan, (prestasi sudah dilakukan), maka perjanjian 

membercard hotel tersebut tidak mungkin diubah-ubah atau dibatalkan 

perJanJlannya. 

'. Apabila ' jalan musyawarah tidak berhas il dicapai kata sepakat , maka dapat 

ditcmpuh cara lain sebagai alternatif yang dapat ditcl11puh untuk mclindungi 

kepentingan konsumcn yang dirugikan. 

b. Class Action da Jl Sma II Cia i ms Cou rt 

Penjualan membercard hotel , kepada konsumen melalui media telemarketing 

tentang sllatll produknya yang berlaku dibeberapa tempat, bahkan sal11pai sc luruh 

kawasan Asia Pasifik akan menyebabkan banyaknya konsumen yang dirugikan, 

apabila penawaran yang dilakukan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya . 

Bila hal ini terjadi , maka siapakah yang berhak mengajukan gugatan tcrhadap 

penjualan mcmbcrcard tersebut ? 
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Pada asasnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin 

mempertahankan haknya, berwenang untuk bertindak selaku pihak , baik selaku 

penggugat ll1aupun tergugat (legilima persona slundi inluc/icin). Dari asas ini, 

maka tiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat bertindak atas dasa r untuk 

dirinya sendiri guna ll1elllpertahankan haknya, nalllun sebclulll berhasil 

mcmpertahankan haknya, terlcbih dahulu ia hanls mCllghadapi bcbcrapa hamhatall 

dalall1 proses beracara di pengadilan . Hukum acara perdata yang berlaku di 

pcngadilan Il1cngharuskan dimasukkannya surat gugatan discrtai dcngan 

mel11bayar uang l11uka biaya perkara, dan biaya selama proses pcrsidangan sampai 

pijatuhkannya putusan, yang bagi sebagian besar konsumen biaya yang akan 

dikeluarkan akan relatif besar dibanding dengan annual fee membcrcard yang ia 

beli . Serta waktu yang relatiflama untuk sa mpai dijatuhkannya putllsall . 

Untuk mengatasi hal tersebut maka alternatif yang dapat ditcmpuh oleh 

konsumen adalah l11elalui "class action" yang merupakan bentuk komulasi 

subjekti f dill1ana beberapa konsul11en bcrgabung l11enjadi sa tu sebagai pihak 

penggugat. Pada dasarnya gllgatan class action adalah suatu gugatan di pcngadilan 

biasa (pcngadilan negeri) sccara berkelompok, dcngan lTlemakai jasa pcngacara . .15 

Melalui class action, beberapa orang yang merasa dirugikall oleh hal yang sama, 

dapat menuntut ganti rugi bukan hanya untuk mereka sendiri tctapi juga bagi 

orang lain yang I11cndcrita kcrugian yang sama. Class action scbaga i belltuk 

kOll1ulasi subjekti f, dimana beberapa orang bcrgabung mcnjadi satu sebagi pihak 

pCllggugat, tcrnayata tidak diatur dalam (-Iukulll J\.cara Pcrdata Indotlesia, hllkulll 

.1 .' Ilady Evianlo, Hl!.~J.lm Periindul1!~.(j.IJ.K'JIlsuJl1el1 Bu~antaILS.<;'~~}lLJ<.cin&irlan" 
MclainkaJ!....~alu "kebutuhan" Hukulll dan Pemba.l1£lJ..DllJ.), No. 6. Th . X VI, Dcscmbcr 1986, h. 597 
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acara perdata kita hanya mengatur kumulasi subjektif dengan belltuk 

bergabul1gnya beberapa orang sebagai pihak tergugat seperti yang ada dalarn pasal 

127 HlR, pasal 1284 BW dan pasal 1285 BW. 

Prosedur class action pertama kali diciptakan dalam undang-undang 

ncgara federal Amerika, Rule of Civil Procedurc, dengan kctcntuan : 

a. .J umlah orang yang mengaj ukan gugatan harus banyak (nurncrousi ty) 

b. Harus terdapat kesamaan fakta, tuntlltan dan dasar hukulll antara pihak 

yang mewakili dan yang diwakili (typicality) 

c. Ada kelayakan dalam pcrwakilan, yaitu pihak yang I11cwakili dijal11in 

secara jujur dan adil dapat mclindungi kepentingan pihak yang diwakili 

(adequancy of representation). 

Prosedur class action ini pada akhirnya bcrkembang dan digunakan hampir 

diseluruh negar<\ pcnganut sistcm hukum Anglo Al11crika. Scdangkan ncgara

negara penganut sistel11 hukum Eropa daratan, proscdur class action ini tidaklah 

tcrlalu bcrkcmbang. Class action ini bcrkembang karcna, Illcmiliki bcberapa 

manlllat, yaitu : 

I. Ekonol11is, dengan class actiondapat dihindari pcngulangan atas 

gugatan scrupa secara individual yang mcnyita banyak waktll dan 

biaya. 

2. Mell1punyai akses pada keadilan, melalui class action biaya gugatan 

mcnjadi relatif ringan dan sebanding dcngan ganti rugi yang 

diterima, sehingga lebill l11endekati nilai keadilan, hal yang lain class 

action dapat ll1enjaga hubungan baik antara penggugat dan tergugat. 

i> 
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3. Efek penJera (detterent efect), bagi tergugal, khllsllsnya bagi para 

produsen. 

Dengan adanya class action, konsumen akan tcrdorong unluk Illcnyelesaikan 

sengketa di pengadilan, sehingga prodllsen akan lerdorong lInlllk lebih berhali

hali dalam menjual suatu produk, dan senantiasa mcminimalkan resiko bahaya 

terhadap konsumen, sehingga prod lisen dalam menjual prodllknya akan 

senatiasa membcrikan informasi yang benar tenlang produk yang dijllalnya. 

Walaupun hukum Acara Perdata Indonesia tidak mengatur class action, 

tidaklah bcrarti hakim mllliak tidak menerapkannya, dalam sllatu kaslls yang 

I1lcnyangkut kcpentingan orang ballyak (kO Il SurllCIl), hakim bisa saja 

l11enerapkan .prosedur class action. Seperti dapat kita lihat pada perkembangan 

selanjlltnya bahwa prosedur class action ini telah dialur dalam peraturan 

perundang-undangan kita, yaitu dalam ps 46, UU no 8/1999 Tcntang 

Perlindungan Konsumen. Dalal11 pasal tersebllt diatur bahwa pihak konsumen 

yang diberi hak mengajllkan gugatan adalah : 

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 

2. Sekelol11pok konsumen yang mel11punyai kepentingan yang sama; 

3. Lell1baga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mcmenuhi 

sYCl;mt, yaitu berbentuk badan hukul1l atau yayasan, yang dalam anggaran 

dasarnya Illcnyebutkan dengan tcgas bahwa lujuan didirikanllya organisasi 

ilu adalah lIntllk kepentingan perlll1dungan konsLll11en dan melaksanakan 

kegiatansesuai dengan anggaran dasarnya; 

> 
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4. Pcmcrintail dan/atau instansi terkait jika barang dan/alau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit. 
,. 
Pada klasifikasi kcdua, yaitu gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumcn 

yang mempunyai kepentingan yang sama. Penjelasan pasal 46 mcnyebutkan 

gugatan kclompok ini dcngan "class action" .. '(i 

Alternatif lainnya yang dapat ditempuh dalam usaha memberikan 

pcrl i ndungan pad a konsumcn pengguna membercard adalail dengan membentuk 

Icmbaga small claims court atau small claims tribunal, eperti yang dikcnal di 

Inggris, Skandinavia, I-iongkong, dan bebcrapa negara bagian Amerika Serikat. 17 

Smaal claims Court ini merupakan sistim peradilan yang khusus I1lcngadili 

tUl1tutan ganti rugi dalam jumlah kecil, dimana sistim yang diterapkan adalah 

bcnar-bcnar ccpat, sederhana, dan murah, seperli yang dikehendaki oleh pasal 4 

ayal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tenlang Pokok-pokok Kekuasaan 

Keilakil11an . 

Bila alternatif ini diterapkan cli Indonesia, bentuk yang lepat aclalah 

scbagai kamar tcrscncliri yang merupakan bagian dari pengadilan negen. 

meskipun clapat juga bercliri sendiri. Benluk inilah yang memiliki kemungkinan 

bcsar untuk diterapkan mengingat hanya ada lima peradilan yang dikenal di 

Indonesia ,. Meskipun dapat menjadi bagaian dari pengadilan negcri namun proses 

pemeriksaan dalam small claims court berbeda yaitu : 

:l7 I-lady Evianlo. (im.cil. , hal 597 
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a. putusannya tidak dapat dibanding, kecuali bila terdapat kesalahan 

dalam penerapan hukurn; 

b. pCll1eriksaan perkara dilakukan secara informal, dcngan hakilll 

tunggal; 

c. pihak yang berperkara, khususnya tergugat, tidak bolch diwakili 

oleh pengacara. 

Sebagai bagian dari pengadilan negcri, rnaka tidaklah harus dibcntuk dcngan 

undang-undang: Mahkarnah Agung bersall1a dengan Departemen Kchakiman 

dapat rnell1bentuk dengan mengeluarkan surat keputusan bersarna, karena rnasih 

terrnasuk dalall1 kewenangan badan peradilan untuk rnenyuslln organisasinya. 

1.2 Dasar-dasar Gugatan 

Jenis perikatan yang ada diantara pemilik hotel dan konsulllcn, karena 

perjanjian atau karena undang-undang, ~elanjutnya akan membawa akibat yar~g 

berbeda terhadap tanggung gugat yang harus dipikul oleh pemilik hotel. Apabila 

para pihaJ~ terikat dalam suatu perjanjian, , dan pell1ilik hotel tidak ll1emenuhi 

kewajiban yang diperjanjikan, maka pemilik hotel harus memikul tanggung gugat 

berdasar wanprestasi, namun bagaimana bila perjanjian ditlltup tidak memenuhi 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian? 

Bila peljanjian yang ditut~p para pihak tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, akibat adanya cacat kehendak karena kesesatan mauplln penipllan, 

yang disebabkan oleh tindakan pemilik hotel yang dapat dipcrsalahkan maka 
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pemilik hotel harus memikul tanggung gugat bcrdasarkan tidak tcrpenuhinya 

syarat sahnya perjanjian, khususnya karena adanya cacat kehendak. 

Sedangkan apabila para pihak tidak tcrikat dalam suatu pcrjanjian, dan 

produsen melanggar suatu kewajiban yang berasal dari undang-undang, maka 

produsen hanls bcr1anggung gugat berdasarkan perbuatan mclanggar hukul11 . 

Nall1un apakah yang dimaksud dengan perbuatan Illelanggar hukull1 ?, Pcrbuatan 

Illelanggar hukulll tidak hanya perbuatan yang bcr1crltangan dcngan undang

undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau 

bertentangan dcngan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, 

bertentangan dengan kesusilaan mauplin sifat berhati-hati sebagaimana patutnya 

di dalam lalu lintas. masyarakat. .ladi sepcrt i dirull1uskan dalam pasal 1365, 

apabila kerugian karena perbuat.an orang lain dan perbuatan itu bersifat melanggar 

hukum (onrec!ztmatig), dan ll1erupakan penyebab (oorzakk) timbulnya kerugian, 

sedangkan pelakullya bersalah (schuld), 'l1laka orang lain itu haws bcrtanggung 

gugat atas kcrllgian tcrsebut. JB Bcrd~~;arkan uraian diatas, maka tcrhadap 

perbuatal1:iJerbuatall pellerbit memberoard tersebut, terdapat beberapa dasar 

gugatan dalam penyelesaian sengketa. yallg yang daoat diajukan oleh konsull1en 

yang merasa di rugikan, yaitu : 

a. Gugatalt berdasar/((1Il meat kehelUlak 

Berdasarkan pasal 1320 BW yang mengatur syarat sahnya pcrJanJ lan, 

dalam suatu perjanjian haruslah terdapat kata sepakat. Perjanjian obligatoir 

ulllulllnya memiliki sifat konsensllal , yaitu dianggap telah terbentuk seja k adanya 

.1 ~ Ibid, hal 115 
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kata sepakat kecuali yang dengan tcgas disyaratkan oleh undang-undang harus 

dituangkan dalam bentuk tettenlu, misalnya perjanjian rill dan perjanjian fonnil. 

Pernyataan kehendak para pihak, penawaran dan akseptasi yang 

membelltuk kesepakatan, dapat mengalami cacat disebabkan oleh kesesatan, 

penipuan, alau paksaan. Dalam kaitannya dengan pcnjualan membercard hotel 

oleh telemarketing, cacat kehelldak karena paksaan tidak akan dibicarakall, karell3 

berkait era! dcngan ancaman yang mcnyebabkan rasa takut akan timbulnya 

k . 1') k ' erugtan. · Mung tnkah penawaran melalui telcmarketing menimbulkan suatu 

allcaman? 

Be'rbeda dengan paksaan, melalui telemarketing mungkin terjadi 

penyesatan dan pelllpuan. Penyesatan adalah tindakan sengaja pemilik hotel 

melalui pernyataan yang dilakukan oleh telemarketing dengan tujuan agar 

konsumen I1lcngalami kesesatan, seperti Iclah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

salah satu tindakan memberi informasi bohong adalah melalui pernyataan yang 

menyesatkan (misleading statement) . Misalnya telemarketing mengemukakan 

pada konsumen bahwa membercard terscbut juga berlaku sebagai kartu makan 

gratis apabila konsumen ingin makan pagi, siang atau malam di restourant hotcl 

yang terl11asuk dalam jaringan hotel dalam membercard tersebut tanpa membayar 

biaya apapun, padahal yang dimaksud gratis adalah apabila konsulllcn ll1akan. 

bersall1a dengan orang lain, maksimal 4 orang, dan yang gratis hanya dirinya 

sendiri sedangkan yang lain tetap ll1el11bayar, makan gratis di restauran itupun 

hanya untuk makan saja, tidak untllk l11il1l1111 dan lain sebagainya. bcrdasarkan 

.l ~ Ibid, hal 19 
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pernyataan telemarketing tersebut, konsul11en yang tidak l11engerti rnaksudnya, 

akan rnel11perolch gal11baran yang keliru untuk menutup pe~janjian mel11bercard 

hotel yang ditawarkan. Bila di kcmudian hari konsumen mellyadari bahwa ia telah 

Illenutup peljanjiall karena gall1baran yang diberikall oleh telemarketing adalah 

keliru, apakah ia dapat l11eligajukan gugatan untuk pCll1batalan karena adanya 

cacat kehendak ? 

Untuk berhasilnya tuntutan pell1batalan karena adanya cacat kehendak 

haruslah dipelluhi beberapa persyaratan diantaranya adalah bahwa kescsatan yang 

te~jadi haruslah tentang hakekat benda. Undang-undang tidak ll1emberikan 

penjelasan l11engenai apa yang dil11aksud dengan hakekat benda. Menurut teori 

subjekti f yang diallut oleh pengadilan40
, kesesatan mellgenai hakekat benda terjadi 

apabila gambaran yang keliru berkenaan dengan sifat-sifat atau keadaan dimana 

bagi pihak yang sesat memiliki makna yang menentukan. Dengan demikian 

tuntutan pembatalan yang diajukan oleh konsul11en dapat berhasil apabila 

pernyataan yang rnenyesatkan dalal11 suatu penawaran yang diJakukan oleh 

telemarketing rnerupakall hal yang sangat l11enentukan . Sehingga seandainya 

konsumen l11engetahui bahwa pernyataan telemarketing itu tidak benar, maka 

konsumen tidak akan menutup perjanjian. 

Syarat lainnya adalah kesesatan harus mengellai ciri atau silat yang sudah 

ada, artillya dalil kesesatan tidak akan berhasil bila l11engenai tidak terwujudnya 

hal yang diharapkan timbul kel11udian , scringkali konsumen Illenutup pe~janjian 

justru karcna pernyataan yang menjanjikan timbulllya SCSlIatll yang rnasih akan 

~() J. Satrio, Hukum Pcrjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 199 
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terjadi, namun harapan konsumen itu didasarkan pada kesesatan yang sudah ada 

pada saat pcnutupan perjanjian. Harapan konsumen akan sifat dan ciri benda yang 

akan timbul kemudian disebabkan oleh gambaran yang keliru 'pada saat penutupan 

perjanj ian, karena pernyataan telemarketin g. 

Tuntutan pell1batalan juga harus l11ell1enuhi syarat bahwa telemarketing 

" l11engerti atau seharusnya mengerti bahwa sifat yang menimbulkan kesesatan 

sangan "esensial". Terhadap penawamn telemarketing yang l11enyesatkan, 

pernyataan mana yang menyesatkan disengaja olehnya, l1laka telemarketing 

seharusnya dianggap mengerti bahwa sifat yang menimbulkan kesesatan 

sangatlah l11enentukan bagi konsumennya. 

Untuk berhasilnya dalil kesesatan, disyaratkan juga bahwa gambaran yang 

keliru bukan karena kesalahan konsumen itu sendiri atau menurut pendapat umum 

tidak menjadi bebannya. Karena itu konsumen wajib ll1engal1lbil langkah-Iangkah 

dalal11 batasan yang wajar gUM mencegah kesesatan. Kewajiban untuk mencegah 

tcrjadinya kesesatan ini haruslah disertai dengan pertimbangan tcrhadap kondisi . 

konsul1len, baik dalam hal pendidikan, ekonol1li, dan teknologi. Mengingat 

ul11ull1nya konsumcn berada dalam kondisi lemah, l11aka kcwajiban ini 

selayaknyalah bukan merupakan syarat baku melainkan sckcdar bahan 

p2rtill1bangan bagi hakim dalall1 menjatuhkan putusan . 

Bila keseluruhan syarat telah dipcnuhi, maka konsul11en dapat mcnuntut 

pembatalan perikatan, dengan pembayaran gallti rugi , karen3 cacat kehendak 

yang terjadi disebabkan oJeh kesengajaan pihak telemarketing. 
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Selain karena kesesatan, cacat kehendak dapat juga terjadi karena 

penipuan, seperti pada kesesatan, undang-undang tidak memberikan penjelasan 

tentang penipuan. Pasal 1328 BW hanya mengatur dengan tcgas bahwa penipuan 

merupakan alasan untuk pClllbafalan perjanjian. Mcngenai penipuan Satrio 

merullluskannya sebagai :41 

Suatu usaha yang dilakukan sccara sengaja, dcngan jalan tipu Illuslihat, 

untuk l11enimbulkan kesesatan kepada pihak lain. Dcngan dClllikian pcnJpuan 

merupakan perilaku (tindakan atau l11embiarkan) dengan l11aksud untuk 

Illcnycsatkan pihak ya ng lain. 

Dari definisi tcrsebut terlihat bahwa penlpuan Juga bcrtujuan agar pihak lain 

(konsumen) mengalami kesesatan seperti halnya dengan tindakan "penyesatan". 

Mengenai hal ini Nieuwenhuis l11engatakan bahwa penipuan merllpakan bentuk 

kesesatan yang dikualifikasi .'12 

Mcrupakan hal yang dianggap wajar apabila melalui tenaga teleamrketing 

selaJu l11el11uji-l11uji prod uk yang ditawarkannya, namun scringkali tindakan 

telemarketing tersebut merupakan suatu kebohongan. Dengan kebohongan 

telemarketing tersebut, konsul11en akhirnya mengalami kesesatan, dan tindakan 
p 

telemarketing tcrsebut dapat dikatakan scbagai usaha " pcnycsatan". Tcrhadap 

kebohongan telemarketing tersebut konsumen bisa mengajukan gllgatan dcngan 

dalil krsesatan, namun tidak dengan dalil peniplIan. 

4\ Ibid, hal 265 

42 J.H . Nieuwenhuis, Qp.cit, hal 17 
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Dalam pasal 1328 BW dikatakan bahwa untuk terdapatnya pefJanJlan 

harlls ada tipu Illllslihat (kllnstgrepen), yaitu dapat berupa rangkaian kebohongan, 

rangkaian cerita tidak benar, dan setiap tindakan yang bersifat men ipu. Satu 

kcbohongan saja tidak lah dapat dikatakal1 sebagai tindakan penipuan. Misalnya 

pernyataan telemarketing bahwa vouche! Illenginap gratis di suatu hotel, dapat 

ditllkarkan dengan voucher lainnya yang sebanding apabila konsull1en mcrasa ia 

lebih l11ell1butuhkan voucher untuk pernakaian fasilitas kebugaran misalnya, 

daripada voucher menginap gratis, maka harlls dibuktikan tcrlebih dahulu 

kebenarannya, apakah bisa voucher menginap gratis itu dapat ditukar denan 

voucher lainnya, bila tidak , maka pernyataan itu Illcrupakan suatll kebohongan . 

Nallllln dengan satu kebohongan ini sa,ia konsulllcn tidak dapat mcndalilkan 

adanya penipuan. Dengan adanya tindakan lain, yaitll menjllal produk yimg tidak 

benar tersebut, barulah perbuatan telemarketing itu dikatakan sebagai suatu 

penipuan. Tindakan lain juga berupa "tidak berbuaf'. 

Bagi kOl'1sul11en yang merasa ditipu diwajibkan bahwa mereka telah 

melakukan kehati-hatian yang cukup untuk menghindari penipuan, nal11u n ukuran 

cukup berhati-hati ini tidak didasarkan pad a penilaian UIllUfll (objektif), namun 

didasarkan pada pihak konsumen, yaitu seandainya tidak ada pcnipuan, konsumen 

tidak akan Illenutup pe~jan.iian atau tidak akan menutup dcngan syarat-syarat yang 

sama .. 

Telah dikelllukakan diatas bahwa pelllpUiln mcngakibatkan pihak 

konsumen Illengalami kesesatan . Dengan dcmikian bagi konsumen terscdia dun 

dasar untuk tuntutan pembatalan yaitu berdasarkan kcsesatan dan penipuan tanpa 
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rnenutup kernungkinan tuntutan pernbatalan berdasarkan keduanya. Kedua dasar 

tersebut membawa konsekuansi tersendiri terhadap rnasalah pembuktian. 

Pell1buktian peniplian adalah lebih berat, tetapi hasilnya lebih besar karena 

sekaligus dapat ditllntut ganti rugi., Walaupun pada kesesatan kemungkinan esensi 

itu juga ada, akan tetapi lebih terbatas.43 

b. Gugalall berdasarkall. wallpreslasi 

Berdasarkan ketentuan pasal 1338 BW, setiap perjanjian yang dibuat secara 

sah, atall dianggap sah karena belum dibatalkan, sedangkan ada alasan untuk itu, 

berlaku sebagai undang-undang bagi Illereka yang melllbuatnya. Dari rUll1usan 

pasal tersebut tersirat bahwa para pihak yang terikat dalaill perjanjian yang sah, 

wajib melaksanakan undang-undang. Artinya para debitor daJall1 perjanjian wajib 

I}lelaksanakan kewajibannya, dan apabila debitor tidak melaksanakan apa yang 

mcnjadi kewajiban (prestasi), maka pihak ini dikatakan telah wanprestasi. 

Wanprstasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda 

"Wanprestatie", artinya tidak melllenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalalll 

perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian lllaUplin pcrikatan yang 

timbul karena lIndang-undang. 4,1 Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dlla 

kel11l1ngkinan alasan yaitu : 

a. Karena kesalahan debitllr, baik karena kesengajaan lllaUplin karena 

kelalaian; 

4.1 IbiQ, hal 18 

4'1 Abdulkadir Muhammad, Op.cil, hal 20 
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b. Karena keadaan melllaksa (force majeure), jadi di luar kemampuan 

debitur, debitur tidak bersa lah . 

Jadi wanprestasi dapat dikatakan 'sebagai suatu keadaan dilllana salah satu ' 

pihak (debitur) tidak melaksanakan prestasi yang di perjanjikan, prestasi mana 

tidak dilaksanakan bukan karena keadaan memaksa, walaupun terhadap dcbitur 

tersebut tclah dinyatakan lalai. Dengan tidak dilaksanakannya suatu prestasi 
\.; 

tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan wanprestasi. 

Menurut ketentuan pasal 1243 BW, ulllumnya wanprestasi baru terjadi 

setelah debitur dinyatakan lalai, untuk menentukan apakah seorang debitur itu 

bersalah melakukan wanprcstasi, perlu ditentukan dalalll kcadaan mana seorang 

debitur ilu dikatakan sengaja atau lalai tidak mel11enuhi prestasi, ada tiga keadaan 

yaitll : 

I. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, al1inya debitur tidak 

memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi 

dalam suatu perjanjian, atau tidak Illclllcnllhi kcwajiban yang 

ditetapkan lIndang-undang daiam pcrikatan yang timbul karena 

undang-lIndang. 

2. Dcbitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau kcliru, disini 

debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang dipcrjanjikan atau 

apa yang ditentukan oJeh lIpdang-undang tetapi tidak scbagaimana 

mestinya mcnurut kualitas ~ 'ang ditentukan dalam pe~ianjian atau 

menurut kualitas yang ditetapkall 1IIldang-undung. 

" 
--------------- -
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3. Oebitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Oi sini 

ditctapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi . 

4. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan "melakukan 

sesuatu yang ll1enurut perjanjian tidak boleh dilakukannya" (subekti , 

1963:53) 

Oalam kaitannya dengan perjanjian yang timbul dalam membercard, yang sering 

terjadi adalah pel11enuhan prestasi secara tidak baik, seperti apabila debitor 

ll1elaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka debitor 

dikatakarHelah l11elaksanakan prestasi yang tidak baik, misalnya bcberapa fasilitas 

yang dipcrjanjikan ternyata tidak dapa~ dipakai sebagail11ana yang dipcrjanjikan . 

Seperti telah dikemukakan sebc:lumnya, pada umumnya wanprcstasi 

terjadi setelah adanya pernyataan lalai kcpada debitor. PCll1enuhan prestasi yang 

tidak baik, pengadilan berpendapat tidak diperlukan pernyataan lalai .4s Bebcrapa 

sarjana tidak sependapat dengan pengadilan dan ll1engadakan pembedaan 

kcrugian dalam kerugian negatif (kreditllr tidak meneril11a apa yang l11anjadi 

haknya) dan kerugian positif (kerugian karena pell1enuhan prestasi yang tidak 

baik) . ~(, Mcnurut para sarja.na ini, terhadap kerugian positif mcmang tidak 

diperlukan pernyatan lalai, tetapi terhadap kerugian negatif pcrnyataan lalai tetap 

merupakan sllatu syarat. 

Suatll pcrmasalahan akan dihadapai oleh konsllll1cn apabila wanprestasi 

ll1engakibatkan kcrllgian ncgatif dan positif sckaliglls, haruskah konsllll1cn 

'15 J.H Nieuwcl1huis, QQcil. hal 71 

46 Ibid . 
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mengajllkan gllgatan terpisah karena harus memberikan sommatie terlebih dahulll 

tcrhadap kerugian negatif 7, untuk ini kiranya dapat ditcrima pendapat Soetojo 

Prawirohamidjojo yang mengatakan bahwa pernyataan lalai tidak diperlukan lagi 

terhadap wanprestasi yang menimbulkan kerugian positif dan kerugian negatif 

sekaligus, apabila debitur (pemilik hotel) tidakberitikad baik (t e kwaJer trouw) 47 

Terhadap wanprestasi yang menimhulkan kcrugian, rnaka konsumen dapat 

mengajukan gllgatan terhadap produsen dengan berbagi variasi tllntutan. Mcnurut 

Abdulkadir Muhammad, akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan 

wanprsetasi adalah hukuman atau sanksi : 

I. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita 

oleh krteitur (pasa11243 BW), ketentuan ini berlaku untuk semua 

perikatan. 

2. Dalalll pe~janjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu 

. pihak mernbcrikan hak kepada pihak lainnya untuk rnembatalkan 

atau melllutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 BW) 

3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat tcrjadinya wanprstasi 

(pasal 1237 ayat 2 BW). Kctentuan .ini hanya berlaku bagi 

perikatan untuk lllel11berikan sesuatu. 

4. Mel11bayar biaya pcrkara apabila diperkarakan di rnuka hakirn 

(pasal 181 ayat I HIR). Debitur yang terbukti Illelakukan 

wanprestasi telltu dikalahkan dalam perkara. Kctcntuan ini bcrlaku 

untuk semua perikatan . 
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5. Memenuhi poeljanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan 

perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kcrugian (pasal 1267 

BW). Ini bcrlaku untuk semua perikatan . 

Dari akibat-akibat hukum tersebut di atas, kreditur dapat memilih di antara 

bcberapa kcmungkinan tuntutan tcrhadap dcbitur yaitu : 

a. dapat mcnuntut pcmcnuhan pcrikatan; 

b. pcmcnuhan perikatan discrtai dengan ganti kcrugian; 

c. mcnuntut ganti kcrugian saja; 

d. mcnuntut pembatalan pcrjanjian Icwat hakim, atau; 

e. mcnuntut pembatalan pcrjanjian discrtai dcngan ganti kcrugian . 

Berkaitan dcngan banyaknya vanasl tuntutan yang terscdia dalam 

wanprestasi, konsumenm hendaknya mcnentukan tuntutan yang scsuai dcngan 

kasus yang dihadapinya. Tuntutan pemcnuhan pcrikatan dcngan ganti kcrugian 

yang nall1paknya ll1enjal~iikan hasil paling idcal, tcrnyata tidak sclalu membawa 

hasil yang Il1cmuaskan. Misalnya tcrhadap pcmcnuhan perjanjian atas hak 

mcnikmati rasilitas l)otongan harga scbesar 50% dari harga sewa kamar biasanya, 

tidaklah terlalu bcrmanfaat mcngingat pcnggunaan kamar itu hanyalah bermanraat 

pada sa at konsllmen tadi sangat membu1uhkan, ll1isalnya pada saat ia scdang 

berada diluar negeri atau diluar kota . 

Tuntutan ganti rugi hanya akan dikabulkan apabila konsumen berhasil 

mcmbuktikan kcrugian yang didcrita, bcscrta jumlahnya. Mcngcnai tuntutan ganti 

rugi, ganti:' rugi dapat bcrdiri scndiri di samping pemenuhan prestasi maupun 

47 R. Soelojo Prawiroharnicljojo dan Marthclena Pohan, Hukun~rikalan, l3ina Illllu, 
Surabaya, 1984, h. 35 . 
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sebagai penggaanti dari preslasi yang diperjanjikan. Sedangkan Illcngenai benluk 

ganti rllgi pengadilan berpendapat, gal~ti rllgi yang diluntul. harus berbentuk uang, 

pendapat ini kiranya dapatlah dilllengerti mengingat bagi debitor akan lebih 

Illudah untuk l11elllberikan ganti rugi dalam bentuk uang. 

Namun, berdasarkan hasil pengamatan di beberapa hotel di Surabaya, 

apabila terjadi sesuatu hal mengenai penyimpangan pelaksanaan perpnJlan 

membcrcard hotel ini, maka pihak pemilik hotel akan bertanggung jawab, 

memberikan ganti rugi, namun tidak dalam bentuk liang, melainkan mereka akan 

memberikan suatu kompensasi lain sebagai pengganti uang ganti rugi ya itu yang 

disebut complement, berllpa pemberian fasilitas hotel secara cuma-cuma kcpada 

konsumen, untuk menggunakan segala fasilitas yang ada di hotcl tcrscbut tanpa 

mel11 bayar. 

Ganli rugi yang diatur dalam [3W hanyalah ganli rugi atas kcrugian yang 

bersirat materiil saja, sedangkan kerugian il11l11atcriil tidak diatur. Kerugian 

il11materiil biasanya timbul sehubungan dcngan perbuatan melanggar hukul11 , 

tetapi juga dapat timbul karena perbuatan wanprestasi . Dengan dcmikian, 

hilangnya kegel11biraan hidup, lerganggunya kesehatan, dan kelentraman 

(kerllgian immateri II atau idi i I) dapat di milltakan ganti rugi . ·IR 

c. Gugalall berdasarkall perbU{llall me/anggar Itukum 

Dalam kenyataan sehari-hari seringkali antara konsul11en dan pcmilik hotel 

tidak terikat sllatu perJanJlan, karena seringkali kOll sumen tidak membeli 

----~~)-------------

4R J II. Nieuwcnhuis, Op.ci!. hal 58 
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rnembercard secara langsung dari telemarketing rnelainkan dari oranglain, karena 

rnembercard tersebut bersifat fillly !rans('erab!c , maksudnya dapat 

dipindahtangankan terhadap siapa saja . . Disamping itu dalam perjanjian 

l11embercard hotel ini yang berhllbllngan dengan konsulllen sccara langsung 

adalah selalu pihak penerbit membercard hotel, yang dalam melakllkan transaksi 

adalah selalu dilakukan oleh telemarketing. Apakah dengan tidak adanya 

hubungan langsullg alltara pemilik hotel dan kOllsumen, pemilik hotcl dapat 

melepaskan diri dari tanggllng gugat bila ternyata apa yang diperjanjikan 

sebelumnya oleh telemarketing mcngenai manfaat membercard tcrsebut, ternyata 

ketika digunakan tidak sesuai dengan kellyataannya ? 

Seperti telah disinggung pada bab terdahulu, bahwa bila antara konsumcn 

dan pemilik botel tidak terikat suatu perjanjian, maka pemilik hotel masih harus 

o 
beitanggurlg gugat atas kerugiall yang did'~rita konsumen berdasarkan pasal 1316 

BW, mellgellai perjanjiall garansi, artinya konsumen dapat mengajukan gugatan 

berdasarkall pasal tersebut dengan dalil bahwa pemilik hotel l11elalui media 

telernarkctingnya telah rneJakukan suatll pcrbuatan rnelanggar hukum karcna telah 

melakukan penawaran kepada konsumen yang ternyata produk yang ditawarkan 

t~rsebut tidak sesuai dengan kenyalaannya. Lebih jela~nya gugatan bcrdasarkan 

perbuatan l11elanggar hukul11 tidaklah mensyaratkan adanya hubungan langsung 

antara pel11ilik hotel dengan konsumen . 

Slialu landmark decisioi7 dari badan peradilan di Inggris pada tahun 1932 

dalam kasus "Snai I (keong) dalarn sebotol ginger-heer" (Donoghue vs Stevenson) . 

sebagail11ana dikutip Az. Nasution, dapat dialllbil scbagai contoh ball\·va tidak 
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adanya hubungan langsung antara pemilik hotcl dan konslllTIcn tidaklah 

memberikan alasan bagi pemilik hotel untuk ll1elepaskan tanggung gugat yang 

harus dipikulnya. Dudllk perkaranya adalah sebaga berikut :4'.1 

"Mrs Donoghue ditraktir temannya l1linum sebotol ginger-heel' pada tahUl" 
1932 di restaurant milik Minchella. Botol tersebut buram sehingga orang 
tidak dapat melihat apa yang ada di dalall1nya. Minchella menuangkun 
sebagian ginger-beer ke dalam gelas berisi eskrim dan langsung diminum 
oleh ' M~s.Donoghue . Sisa ginger-heel' dituangkan oleh kawan 
Mrs.Donoghuc kc dalam gdas lain yang tcrscdia dan kini dalam gclas 
tersebut terlihat snail (keong) dalcim bentuk terpotong-potong. Perasaan jijik 
Mrs.Donoghue timbul dan ia menjadi shock dan menyebabkan gastro
enteristis.Atas dasar gangguun kesehatan tibuh dan kejiwaannya, ia 
ll1engajukan gugatan ganti rugi terhadap Stevenson, produsen ginger-heel' 
tersebut. 

Pengadilan ll1emutuskan bahwa Mrs. Donoghue mempunyal alas hak untuk 

Il1cngajukan gllgatan terhadap Stevenson sekalipun tidak ada hubungan 

kontraktual. Pengadilan Tnggris tersebut dalall1 pertimbangannya mcnyatakan 

"that the manufacturer owes a general duty to take care to the ultimate 

consumer" dan ll1engabulkan gllgatan penggugat. 

Seperti telah diuraikan diatas bahwa dasar gugatan yang dapat digunakan 

untuk menuntut suatu perbuatan adalah berdasarkan perbuatan mclanggar hukulll, 

muka harus dipenuhi bebcrapa persyaratan yaitu : 

a. Harus ada suatu perbuatan~ 

b. Perbuatan itu harus onrechmatig~ 

c. Pelaku harus mempunyai kesalahan ~ 

d. Pcrbuatan itll ll1enimbulkan; 

e. kerusakan (ada hubungan causal): 

~9 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Inslrumen-lnslrulllen Hukuflll1)1lJ Cetakan 
I, Cilra Adil ya IJakli , Dandung. 2000, h. 244 
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Sedangkan jurisprudenlie menambahkan satu syarat 

f. Bahwa norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi 

. kepentingan yang terkena/tt'rsangkut. 

Unsur-unsur tcrsebut merupakan syarat yang harus dipcnuhi secara bersama-sama 

(syarat kUl11ulatif) untuk tanggung gugat bcrdasarkan pasal 1365 BW. 
I' 

Bilakah scorang penawaran produl; oleh telemarketing dapat dikatakall 

merupakan suatu perbuatan melanggar hllkum : 

Oalam perkara Lindebaul11 mclawan Cohen, setelah tanggal 31 Januari 

1919, pengadilan menganut pengertian perbuatan melanggar hukum dalal11 arti 

luas, yaitu suatu i)erbuatan merupakan perbuatan Illelanggar hukum apabila : 

a. bcrtentangan dengan hak orang lain; 

b. bertentangan dengan kewajiban hllkumnya scndiri atau; 

c. bcrtentangan dcngan kesusi laan bai k atau; 

d. bertentangan dengan keharlls31l yang harus diindahk:lIl dalam pcrgaulan 

masyarakat Illengenai orang lain atau benda. 

Dengan adanya kala "atau" disetiap kreteria tersebut, maka dipenuhinya salah saru 

kriteria saja (seringkali lebih) Illenyebabkan perbllatan Illelanggar hukulll telah 

dilakukan. Dalalll hal penjllalan melllbercard olch telemarketing yang " tidak 

sewajarnya", perbuatan itu dikatakan Illelanggar perbuatan Il1clanggar hukulll 

karcna bertentangan dengan hak konsumen yang tcrangkulll dalam Pancn hak 

KOIlSlIlllen. KhuslIsnya hak konsulllcn untuk mendapatknn inforlllasi yang jclas, 

lengkap, dan bellar mengcnai produk yang akun dikonsumsinya.)(1 

~(J Agus Brotosusilo, Hak-hak Prodesen Dalam Hukum Perlindungan KOl1sumen, Hukum 
dan RffiIbangunan, No. 5 Th. XXLI, October, 1992, h. 63 
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Penjualan membercard hotel juga dapat merupakan perbuatan melanggar 

hukum apabila bertentangan denga,n kewajiban hukum bagi pemilik hotel untllk 

memberikan inforlllasi mengenai produk yang dijualnya secara objektif dan tidak 

Illcnyesatkan. Disamping itu penjualan membercard juga merupakan perbuatan 

melanggar hukum apabila bertentangan dengan keharusan yang wajib diilldahkan 

dalam pergaulan masyarakal mengenai barang atau orang lain, artinya penjualall 

membercard hOlel yang tidak sesuai dengan penawarall yang disebutkan 

sebelumnya oleh lelemarkcting adalah berlentangan dcngan scsuatu, yang 

menurut hukum tidak tertulis (kebiasaan, kepatulan) harus diindahkan dalalll lalu 

lintas hidup Illasyarakat. 

Selanjutnya lerhadap pemilik hOlel, yang merupakan perbualan Illelanggar 

hukull1, disyaratkan harus ll1elakukan kesalahan, kesalahan pcmilik hOlel 

Illerupakan unsur yang penting untuk gugatan berdasarkan pasal 1365 BW. 

Kesalahan pemilik hotel dapat terjadi karena kesengajaan ataupun karena 

kelalaian. Namun pasal 1365 BW ternyata ticlak menghiraukan apakah kesalahan 

pelaku perbuatan melanggar hukulll merupakan kcsengajaan ataukah kelalaiall 

karcna sikap kurang hali-hati . Dengan dcmikian kesalahan karcna kcalpaan sudah 

Illerupakan alasan untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasa 1365 BW. 

Kelalaian pemilik hOlel ini lill1bul jika lidak berbual alau berprilakll secara layak. 

yang digantungkan kepada resiko yang l11ungkin ditill1bulkan. SCl11akin besar 

resiko yang Illungkin dililllbulkan, sCl11akin besar pula kewajiban yang 

dibebankan pada produsen untuk berhati-hati . 
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Untllk perbuatan huklll11 mana yang dilakukan oleh telemarketing, dan 

pihak pelllilik hotel tidak mengetahui serta tidak pernah menganjurkan kepadanya 

untuk berbuat sesuatu yang menyesatkan, dan atau merllgikan maka pihak pemilik 

hotel dapat mengalihkan tanggung gugatnya pada pihak ' penerbit membercard, 

berdasarkan pasal 1367 ayat 3 BW, sepanjang pihak telemarketing Illclakukan 

Berbuatan itu, adalah masih dalalll lingkllp pelaksanaan tugasnya, oleh karena itu 

untuk dapat menuntut pihak perllsahaan penerbit Illembercard bertanggung gugat 

l11aka disyaratkan adanya perbllatan l11elanggar hllkulll dan kcsalahan pihak 

bawahan. 

Syarat berikutnya yang harliS ada lIntlik berhasilnya gugatan bcrdasarkan 

pasal 1365 BW adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan rnelanggar 

hllkul11 dcngan terjadinya kerugian . Terhadap tuntutan atas kcrugian karcna 

perbuatan Illelanggar hukulll, pengadilan rnenganut teori "adequate vcroorzaking" 

oleh Von Kries yang Illenyatakan bahwa pelaku hanya bertanggung gugat atas 

kerugian yang secara layak dapat tirnbul akibat perbuatan rnelanggar hukul11 . 

Dcngan delllikian tcrdapat hubungan kallsal antara ' kerugian yang diderita 

konsul11en dan penjulan membercard hotel yang l11erupakan akibat secara layak 

dapat dipcrkirakan akan tilllbui. Sedangkan ukuran layak didasarkan pada 

pengalall1an manusia ull1umnya. 

Syarat terakhir dari tanggung gugat berdasarkan pada pasal 1365 BW. 

adalah norma yang dilanggar oleh pelaku perbuatan ll1elanggar hukull1 berl11aksud 

untuk I11clindungi kcpentingan pihak yang tersangkut. Yang dimaksud dcngan 

:"l1orl11a" disini tidak s::~a norma tertulis tetapi meliputi juga norma tidak tertulis 
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dalarn lall~, lintas rnasyarakat. Syarat terakhir ini urnumnya dikenal dengan ajaran 

relativitas atau Schutznorrn Theorie. 

Menurut Rutten, yang dikutip oleh Moegni Djojodihardjo. Schutznoml 

tcori dapat dlgambarkan sebagai :5 1 

Seorang yang melanggar suatu kaidah hukum dan karcnanya tclah berbuat 
secara melawan hukum, akan harus mengganli kerugian yang ditimbulkan 
karena perbuatannya bilamana norma yang dilanggarnya ilu dimaksudkan 
untuk melindungi penderila dalam kepentingan yang lerlarang tcrsebut. 

Berkailan dengan penjualan membercard, apakah norma yang dilanggar oleh 

pel11ilik hotel juga bertujuan unluk l11elindungi kepcntingan konsumennya? 

Kiranya .lelah jelas bahwa kewajiban hukum pemilik hotel untuk l11embcrikan 

informasi yang benar tentang produk 'yang dijualnya (sebagai norma lertulis ),' 

adalah beriujuan memberikan pcrlindungan terhadap kepentingan pihak 

konsumen, demikian pula dengan kepatutan yang harus diindahkan dalarn 

masyarakat, yang melarang pCll1ilik hotel selaku produscn melakukan tindakan 

yang tidak patut terhadap konsumen, adalah berlujuan menghindarkan konsumen 

dari kerugian yang disebabkan oleh pemilik hotel. 

Akhirnya apabila keseluruhan syarat tanggung gugat berdasarkan 

perbuatan melanggar hukull1 terpenuhi, konsull1en selaku penggugat dapat 

ll1enuntut pembayaran ganti rugi . 
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PENUTUI' 

r. KESIMPULAN 

a. Perjanjian membercard hotel adalall termasuk perjanjian campuran, karena 

. 
didalamnya berisi bermacam-macalll pe~janjian , seperti : perjanjiall sewa-

menyewa, peljanjian jual beli , perj:mjian jasa, dsb. Perjanjian membercard 

hotel itu adalah sah, l11eskipull alltara kOllsumcll sebagai pihak pembeli dan 

produsell sebagai penjual tidak pernah bertatap l11uka secara langsung, 

bilamana l11emenuhi syarat yang tel l h ditentukan undang-undang, sehi ngga 

ia diakui oleh hukuJ11 . Perjanjian l11embercard hotel adalah sah asalkan 

mCl11c nuhi syarat-syarat sahnya perjrtnjian dalam pasal 1320 I3W. Mcngenai 

syarat pertama yaitu adanya kesepakatan, yang dalam hal ini sulit terbcntuk, 

karena antara konsumen dan produscn tidak bertcll1u sccara langsung, 

perkcmbahgannya yang terpenting untuk terbentuknya perJaJlan adalah 

adanya pe~sesuaian kehendak, yaitu sepakat yaitu apa yang dinyatakan oleh 

seseorang untuk mengikatkan mcngikatkan diri . Sedangkan syarat yang lain 

dalall1 pasal 1320 BW, ll1engenai kecakapan dalam hal ini tidak saja 

diartikan secara murni tapi juga bahwa orang yang cakap itu juga berwenang 

me!akukan perbuatan hukum tcrsebut, sedangkan syarat ketiga dan keell1pat 

, l11engellai suatu bentuk tertentu , dan adanya sebab yang dibolchkan, hal ini . 

mcnjadi ll1utlak adanya dalam suatu pe~ian.iian , karena jika tidak ada l11aka 

.1\ Moegni Ojojodirdjo, Perbuatan melawan hukufll , PradnYil Parnlllilil. Jakar1a. 1979, hilL 
108. 
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perjanjian tersebut adalah batal dcmi hukum. Artinya sejak awal perjanjian 

itu dianggap tidak pernah ada. 

b. Dalam pe~ianjian membercard hotel, lJemilik hotel bertanggung gugat atas 

wanprestasi maupun perbutan melanggar hukum yang terjadi, dikarenakan 

sebelumnya telah dibuat peljanjian yang mengikat antara pcmilik hotel 

dengan perusahaan membercard, berupa perjanjian perjanjian pemberian . 
kuasa, jadi perusahaan penerbit mClllbercard hotel tidak boleh melakukan 

perbuatan yang melebihi apa yang dikuasakall kepadanya. Walaupun 

pemilik hotel bertanggung gugat atas segala kerugian yang diderita oleh 

pihak konsumen namun bukan berarti pihak perusahaaan penerbit 

membercard hotel tidak dapat digugat oleh konsumen. Dalam menggugat 

berdasarkan wanprestasi penggugat wajib menyatakan adanya penyangkalan 

perJanJIan yang didalamnya telah termuat persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi . 

Untuk dapat Illenuntut tanggung gugat produsen yang telah Illenjual 

membercard hotel yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merugikan 

konsumen, konsulllen dapat menulltut tallggullg gugat pemilik hotel dellgall 

mellgajukan gugatall bcrisikan : gugatan bcrdasarkan cacat kchcndak, 

khususnya penipuan, gugatan berdasarkan wanprestasi, apabila diantara 

konsumen dan pemilik hotel terjadi hubungall hukulll langsung atau gugatan 

didasarkan perbuatan mclanggar hukulll , apabila diantara pclllilik hotel dan 

konsulllen tidak terdapat hubungan hukull1 secara langsung. 
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2. SARAN 

a. Perbuatan hukum rnembuat perjanjian hendaknya dil",kukan dengan bentuk 

tertulis, rneskipun syarat sahnya perjanjian tidak mcngharuskan suntu 

perjanjian dalarn bcntuk tcrtulis, hal ini penting berkaitan dcngan 

pembuktian . Mengingat bahwa perjajian itu dapat terbcntuk dan tctap sah 

walaupun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tapi l11elalui Icsa n, asalkan 

mernenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tetap 

saja jika tidak ada bukti tertulis l11aka apabila terjadi resiko dikellludian hari , 

akan sulit membuktikan telah terjadinya suatu perjanjian diantara para pihak. 

b. Dengan semakin banyaknya peluang untuk rnenuntut tanggung gugat pada 

produsen dalam hal ini adalah pemilik hotel, hendaknya konsumen tidak 

l11erasa enggan lagi untuk bcracara di pengadilan guna mernulihkan hak-hak

hak mereka yang telah clilanggar olch proclusen. Akhirnya beberapa 

alternative pcnyelcsaian sengketa rnclalui jalan peradilan harus ditcl11puh, 

karena seperti diketahui sistem beracara yang cepat, seclerhana, clan l11urah , 

masih jauh da ri kenyataan . Oleh karena itu tidak ada sa lahnya jika clalarn 

menyclesaikan sengketa antara produsendan konsul11cn dapat dicoba sistcm 

alternative penyelesaian scngkcta melalui peradilan, seperti : Class action, 

dan Small Claims Court. 
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